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BAB I PENDAHULUAN 


A. Standar Kompetensi 

Setelah mahasiswa mempelajari modul ini Anda 
diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan IKN sebagai kajian 

keilmuan 



2. Menganalisis masalah - masalah 
kewarganegaraan 

3. Menjelaskan hubungan warga dengan 
Negara 

4. Menganalisis hubungan 
kewarganegaraan dan demokratisasi 

5. Menganalisis implementasi HAM dan 
implementasinya 

B. Deskripsi 

Matakuliah Ilmu Kewarganegaraan adalah kajian 
keilmuan yang sering disebut Civics merupakan 
bagian atau cabang Ilmu Politik, yang mengambil 
porsi demokrasi politik dan hokum tata Negara 
yang berorientasi pada kehidupan warga Negara 
dan bagaimana menjadi warga Negara yang baik. . 
Yang dibicarakan Civics adalah mengenai : 
peranan warga negara atau hak dan kewajiban 
dalam berbagai aspek kehidupan, tanggung jawab 
negara baik terhadap diri, masyarakat dan 
negaranya, maupun tugas-tugas pemerintahan. 
Dalam perkembangan selanjutnya civics tidak 
hanya membahas tentang " governmenf’ saja, 
tetapi sudah melayani kepentingan individu seperti 
perluasan civics menjadi : "Vocational civics, 
economiccivics, dan communitycivics. Bagaimana 
orang untuk mencari pekerjaan, memperbaiki 
tingkat hidup dengan cara mencari pendaaptan 
(berekonomi) dan bagaimana seseorang 
bermasyarakat. 



Dari uraian tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa civics dibutuhkan pada tingkat 
persekolahan dengan maksud agar pelajar 
mengenal, memahami serta mampu melaksanakan 
apa yang menjadi kewajibannya dalam hidup 
bernegara. 

Lebih lanjut agar pelajar menjadi warga negara 
yang baik (goodcitizenship) seperti tujuan civics, 
oleh karena itu kecakapan berpikir kritis, kreatif 
dan inovatif dibutuhkan dalam membentuk warga 
negara yang baik. Selain itu setiap warga harus 
memiliki kemampuan dasar warga negara yaitu 
kemampuan memperoleh informasi serta 
menggunakan informasi, keterlibatan, membuat 
keputusan, berkomunikasi, kerja sama, dan 
melakukan berbagai macam kepentingan secara 
benar. 

E-modul IKN atau Civics merupakan strategi baru 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran di era 
industry 4.0 sebagai upaya menyempurnakan 
pembelanjaran secara daring. 

C. Waktu 

Mata Kuliah IKN 2 SKS (100 menit tatap 
muka, dengan 14 kali pertemuan). 

D. Prasyarat 

Mahasiswa dapat mengikuti kuliah ini 
setelah mengisi KRS terdaftar di SI AKAD 
dan memiliki kemampuan dalam perkuliahan 
daring dengan memanfaatkan IT. Daftar 
nama mahasiswa muncul di Presensi online. 



E. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Modul setelah diunggah dalam system 
daring maka mahasiswa wajib 
mendownload modul. 

2. Mahasiswa wajib mempelajari modul 

3. Mahasiswa mengikuti perkuliahan baik 
secara daring dan tatap muka. 

4. Modul digunakan dalam perkuliahan 
tatap muka 

5. Tugas dalam modul harus diunggah 
mahasiswa di kolom tugas, atau melalui 
media yang lain. 

F. Tujuan Akhir 

Tujuan akhir dari pembelajaran melalui e- 
modul adalah mempermudah pelayanan 
kepada mahasiswa, mempercepat akses 
mata kuliah IKN dan menjadikan mata kuliah 
IKN sebagai mata kuliah merdeka belajar. 
BAB II... PEMBELAJARAN 
A. Pembelajaran 1 
1. Tujuan 

Setelah mempelajari modul pembelakaran 1 
diharapkan mahasiswa mampu : 

a. menjelaskan pengertian IKN dalam 
tinjauan dari asal bahasanya. 

b. menganalisis cakupan IKN 

c. menganalisis hubungan antara IKN dengan 
PKN 

d. menjelaskan tinjauan IKN dalam ilmu 
politik 



e. menjelaskan tinjauan IKN dalam Hukum 

Tata Negara 
2. Uraian Materi 

a. Pengertian Ilmu Kewarganegaraan 

(IKN/CiVics) 

Istilah Civics secara etimologis berasal dari kata 
"civicus” bahasa latin yang diartikan "Citizen" 
(penduduk) dari sebuah kota (polis). Istilah ini ada 
kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi langsung 
(direct democracy) di Greece Athena. 

Sedangkan pada zaman Imperium Romawi, Civics 
diartikan sebagai "kehormatan", seperti terdapat dalam 
istilah "Civics Romanus Sum" yang artinya "Aku warga 
negara Romawi". Mengapa diartikan sebagai 
kehormatan? Karena tidak semua orang bisa ikut serta 
dalam pemerintahan, kecuali mereka (warga negara) 
yang memiliki hak-hak istimewa, yaitu : 

1. Yang ikut rapat hanya penduduk yang berstatus 
warga negara (citizens) 

2. Citizens yang dimaksud pria berumur 18 tahun, 
sedangkan wanita hak politiknya tidak diakui dalam 
menentukan kebijakan pemerintahan di negara "kota" 

3. Luas wilayahnya pun hanya seluas wilayah kota, 
penduduknya relatif sedikit, sedangkan sepertiga 
jumlah penduduknya adalah budak (Suria Kusumah, 
1999:23) 

Pelajaran civics di Amerika pada mulanya adalah 
untuk mempersatukan bangsa Amerika, karena bangsa 
Amerika pada waktu itu adalah imigran-imigran yang 
datang dengan latarbelakang berbeda-beda. Dengan 
pelajaran civics tersebut diharapkan warga negara 



memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah- 
masalah pemerintahan serta memiliki tanggung jawab 
sebagai warga negara, seperti dijelaskan dalam 
Encyclopedia International Lexicon Publisher. Bahkan 
usaha-usaha mempersatukan tersebut ada yang 
menyatakan merupakan usaha "Americanizing". 

Sejak saat itu berkembanglah macam-macam 
batasan, definisi, atau pengertian civics secara 
terminologis yang dikemukakan oleh beberapa pakar 
maupun Encyclopedia, antara lain : 

Carter Van Good mengemukakan pengertian civics 
dengan "the elements of political Science or that brunch 
o f political Science dealing with the right and duties o f 
citizens". Definisi tersebut menjelaskan bahwa civics 
merupakan bagian dari ilmu politik atau cabang dari ilmu 
politik yang berisi tentang hak dari kewajiban warga 
negara. 

Walaupun civics diajarkan di sekolah, namun atas 
dasar pertimbangan psikologis, maka yang diajarkan 
hanya konsep-konsep ilmu politik, bukan ilmu politik, 
bukan ilmu politik karena untuk ilmu politik diperlukan 
kematangan berpikir. 

Definisi civics selanjutnya dikemukakan oleh AS 
Homby bahwa civics adalah the study of city government 
and duties of citizens, having to do with a city or citizens. 
Bahwa civics merupakan pelajaran tentang 
pemerintahan dan kewajiban warga negara yang 
berkaitan dengan negara atau antar warga negara. 

Sebagai warga negara suatu negara, sudah barang 
tentu akan melakukan kewajiban-kewajiban dan 
berbagai macam masalah kehidupan warga kota; antara 



lain masalah kesehatan, ketertiban, kebersihan, ;lalu 
lintas, keselamatan dan sebagainya. 

Henry Rendal Waite, merumuskan pengertian civics 
sebagai berikut : the Science of citixenhip the relation o f 
man, the individual to man in organized collection 
individual in his relation to the State. Batasan yang 
dikemukakannya dapat disimpulkan sebagai ilmu 
kewarganegaraan yang membahas hubungan manusia 
dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisir, 
hubungan individu dengan negara. 

Agar lebih memperjelas definisi tadi, adalah definisi 
yang dikemukakan oleh Stanley Dimond yang membagi 
pada pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam arti 
sempit adalah only legal status in a country and the 
actives closely related to the political function, voting, 
governmental organization, holding of public Office, and 
legal right and responsibilities, artinya memperinci 
hubungan antar warganegara dengan negara yaitu : 
legal status (status formil) dan warga negara yang 
meliputi fungsi dan aktivitas formal dari lembaga politik 
ditinjau dari kehidupan masyarakat, masalah pemilihan 
umum, organisasi puncak dalam suatu negara, dapat 
memaksakan kehendak untuk tercapainya tujuan negara, 
berbagai pengaturan dari berbagai lembaga, yang 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkaitan 
dengan hak-hak yang resmi serta tanggung jawab dari 
setiap warga negara dalam melaksanakan tugasnya. 

Sedangkan dalam arti luas adalah citizenship in 
addition has also acguired abroad meaning almost 
synonymous with those desirable personal gualities. 



Artinya dalam arti luas meliputi segala sesuatu yang 
dapat menumbuhkan kualitas pribadi warga negara. 

Pendapat lain yaitu Edmonson merumuskan civics 
dengan civics is usually defined as the study of 
government and o f citizenship, that is, o f the duties, 
rights and privileges o f citizens, bahwa menurut 
Edmonson Civics dapat diartikan sebagai pelajaran 
tentang pemerintahan dan kewarganegaraan, membahas 
hak dan kewajiban serta hak istimewa warga negara. 
Dengan kata lain, inti dari definisi ini menyebutkan 
tentang pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga 
negara dari sebuah negara. 

Definisi lain terdapat dalam Ensiklopedia Populer 
Politik Pembangunan Pancasila, pengertian ilmu 
kewarganegaraan adalah ilmu yang mempelajari tentang 
warga negara akan sesuatu negara tertentu ditinjau dari 
segi hukum tata negara. Adapun yang dipelajari: 

1. Siapakah yang disebut warga negara? 

2. Apa yang menjadi hak dan kewajiban? 

3. Cara-cara memperoleh dan melepaskan 
kewarganegaraan! 

4. Wilayah tempat tinggal warga negara 

Sedangkan civics menurut Ahmad Sanusi 
dinyatakan bahwa sejauh civics dapat dipandang sebagai 
disiplin dalam ilmu politik, maka fokus studinya mengenai 
kedudukan dan peranan warga negara dalam 
menjalankan hak dan kewajiban sesuai dan sepanjang 
batas-batas ketentuan konstitusi negara yang 
bersangkutan. 

Lebih lanjut dikemukakan bahwa : 



a. Studi civics tidak bertitik tolak dengan negara sebagai 
satuan makro, tetapi memusatkan perhatiannya pada 
individu warga negara sebagai mikro. 

b. Sebagai satuan mikro meliputi : tingkah laku, potensi, 
kesadaran, usaha dan kegiatan hasil dan prestasi 
kehidupannya. 

c. Studi civics memperoleh input dari disiplin lain (selain 
ilmu politik), karenanya korelasi diantara disiplin 
tersebut erat sekali, sehingga studi civics berkembang 
lebih maju. 

d. Civics menekankan kebenaran dalam arti logis dan 
fluktual, oleh karena itu konstitusi merupakan frame of 
reference yang paling objektif dalam studi civics 
(Walfarianto,2005 : 15) 

Dengan menggunakan titik tolak fokus objek studi 
Civics tersebut, Ahmad Sanusi, mengajukan dasar-dasar 
pengembangan Civics lebih lanjut dalam sistematik 
formilnya sebagai berikut (lihat gambar 1) : 
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Sumber: Achmad Sanusi, Meninjau Relevansi Civics 
dengan ilmu Politik berikut masing-masing 
perkembangannya. Makalah disajikan pada Seminar 
Pendidikan dan Pengajaran Civics, Tanggal 8-10 
September 1972, di Tawangmangu - Surakarta, 
halaman.4. (Cholisin, 2000:14) 

Menurut hasil Seminar Nasional Pengajaran dan 
Pendidikan Civics (Civics Education) Tahun 1972 di 
Tawangmangu, Surakarta : IKN yaitu suatu disiplin yang 
objek studinya mengenai peranan para warga negara 
dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, politis, yuridis, 
cultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam 
Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. 












Bila saudara mencermati pengertian IKN secara 
terminologis, maka ada dua penglihatan atau perspektif 
dalam mengartikan IKN yaitu melihat bagian dari ilmu 
politik dan yang melihat dari Hukum Tata Negara (HTN). 
Bagaimana penjelasan dari kedua perspektif tersebut, 
berikut ini ikutilah penjelasannya. 

Civics Merupakan bagian dari Ilmu Politik 

Civics sebagai bagian dari ilmu politik mengambil 
bagian isi ilmu politik yang berupa demokrasi politik 
(Numan Somantri : 1976 : 23). Dan demokrasi politik 
merupakan focus pelajaran Civics. Kiranya pendapat ini 
tepat karena civics seperti yang dimaksudkan oleh Dimon 
membicarakan status warga negara dan aktivitasnya 
yang berkaitan erat dengan fungsi politik. Sedangkan isi 
demokrasi politik (Numan Somantri, 1976 : 36) seperti: 
Secara terperinci demokrasi politik dapat disusun 
sebagai berikut: 

1. Konteks ide demokrasi 

2. Konstitusi negara 

3. Sistem politik (input dari sistem politik) 

4. Partai-partai politik 

5. Pemilihan umum 

6. Lembaga-lembaga decision maker 

7. Presiden, lembaga legislatif 

8. Lembaga yudikatif 

9. Output dari sistem demokrasi politik 

10. Kemakmuran umum dan pertahanan, dan 

11. Perubahan sosial 

Adi) Konteks ide demokrasi meliputi teori-teori tentang 
demokrasi, teori kekuasaan mayoritas, hak-hak 



golongan minoritas, konsep-konsep demokrasi 
dalam masyarakat, ancaman dalam demokrasi 
sebagai sistem yang praktis. 

Ad2) Konstitusi negara meliputi legal status, masalah- 
masalah pokok dalam Undang-Undang Dasar 
Negara, rangkaian krisis dalam pembentukan 
bangsa, identitas integritas, kecerdikan, peran serta 
dan distribusi. 

Ad3) Sistem politik meliputi arti pendapat umum, 
masukan terhadap kehidupan politik, studi tentang 
tingkah laku politik, (kebutuhan pokok manusia, 
tradisi rumah, status sosial, kelompok etnik, 
komunikasi, pengaruh rumah, sahabat, teman 
sepekerjaan) 

Ad4) Partai politik serta pressure group yang meliputi 
sistem kepartaian, fungsi partai politik, peranan 
pressure group, hubungan masyarakat 

Ad5) Pemilihan umum, yaitu maksud pemilihan umum 
dalam distribusi kekuasaan, sistem pemilihan umum 

Ad6) Lembaga decision maker (lembaga pengambil 
keputusan), yaitu bagaimana Undang-Undang dasar 
memberi peran, pembuat kebijaksanaan kepada 
Presiden, bagaimana Presiden berperan sebagai 
kepala eksekutif, proses kegiatan lembaga 
legislative 

Ad7) Presiden sebagai kepala negara, yaitu kedudukan 
Presiden menurut Undang-undang dasar, kontrol 
lembaga legislative terhadap Presiden dan 
birokrasi, pemerintahan, jasa pemerintah 
(perlindungan dan fasilitas), organisasi dan 
manajemen pemerintahan daerah. 



Ad8) Lembaga Yudikatif, mengenai sistem peradilan 
dan administrasi peradilan, hak dan kedudukan 
seseorang dalam pengadilan, proses pengadilan, 
hubungan badan legislative, eksekutif dan yudikatif. 

Ad9) Keluaran dari sistem demokrasi politik, yaitu hak 
dan individu dan kemerdekaan individu, hak-hak 
sipil dalam undang-undang dasar, hak-hak sipil dan 
prosedur yang adil, kebebasan berbicara pers, 
kebebasan akademis, perlindungan yang sama, 
penduduk negara memperoleh dan kehilangan 
kewarganegaraan 

AD 10) Kemakmuran umum dan pertahanan negara, yaitu 
tugas negara dalam mencapai kemerdekaan umum, 
hak-hak memiliki barang, kekayaan, politik pajak 
untuk kemakmuran umum, politik luar negeri dan 
keselamatan nasional, hubungan internasional. 

Ad 11) Perubahan sosial dan demokrasi politik meliputi 
pembangunan masa depan, bagaimana 
mengefektifkan dan mengisi demokrasi politik, 
tantangan bagi warga negara dalam menghadapi 
perkembangan Science dan teknologi, apa yang 
harus kita lakukan dalam organisasi keluarga, 
agama, pendidikan dan demokrasi politik. 
Selanjutnya demokrasi politik tersebut diperkaya 

dan diperdalam dengan bahan-bahan dari: 

a. Filsafat, baik filsafat politik, pendidikan, maupun logika 

b. Antropologi, ekonomi, sosiologi, hukum, politik 

c. Teori-teori konstitusi 

d. Psikologi sosial, ilmu komunikasi 

e. Etika, agama 

f. Ensiklopedi, ilmu sosial, ilmu politik 



g. Artikel-artikel yang mutakhir yang ditulis dalam surat 
kabar, majalah 

Dari uraian tersebut di atas, nampaklah bahwa 
demokrasi politik tersebut demikian luas untuk dipelajari. 
Dalam hal ini untuk kebutuhan pelajar, masyarakat dan 
negara, perlu diadakan seleksi yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing. 

Peninjauan Civics dari Hukum Tata Negara 

"Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai 
sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi 
dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan 
negara dalam garis vertical dan horizontal, serta 
kedudukan warga negara dan hak-hak azasnya" (Moh. 
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983:29). 

Di Inggris pada umumnya dipakai istilah 
Constitutional law, untuk menunjukkan arti yang sama 
dengan Hukum Tata Negara. Penggunaan istilah 
Constitutional law di dasarkan atas alasan bahwa dalam 
Hukum Tata Negara unsur konstitusional yang menonjol. 
Sebagai variasi dari istilah Constitutional law, dijumpai 
State law yang didasarkan atas pertimbangan bahwa 
Hukum Negaranya lebih penting (Moh. Kusnardi dan 
Harmaily Ibrahim, 1983:29). 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan 
bahwa dalam membicarakan tentang peranan (hak dan 
kewajiban) warga negara akan dilihat dari ketentuan- 
ketentuan dari konstitusi negara dan warga negara yang 
bersangkutan. Peranan warga negara dalam kehidupan 
negaranya (demokrasi politik) tentunya perlu dipelihara 
dan dijaga efektivitasnya, dan hal ini antara lain memang 
merupakan fungsi dari Hukum Tata Negara, seperti 



dikemukakan Padmo Wahjono (1984:163); "....fungsi 
hukum tata negara yang antara lain memelihara dan 
menjaga keefektifan tertib politik yang ada dan 
hubungan-hubungan hukum yang bersifat politis". 
Bahkan sering dikatakan hukum tata negara sebagai 
"political engineering ". 

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa antara 
Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik erat sekali 
hubungannya. Hal ini dapat dimengarti karena konstitusi 
sebagai aspek yang sangat dipentingkan Hukum Tata 
Negara "dipandang dan diartikan sebagai politico-legal 
document' (Padmo Wahjono Ed., 1984:163). Begitu pula 
tentang pendapat bahwa aspek negaralah yang 
dipentingkan oleh Hukum Tata Negara atau State law, 
merupakan aspek yang sangat penting yang dipelajari 
dalam Ilmu Polik. Keeratan hubungan antara Hukum Tata 
Negara dengan Ilmu Politik, digambarkan oleh Barents 
"dengan perumpamaan Hukum Tata Negara sebagai 
kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan 
daging yang ada disekitarnya" (Cholisin,2000:15). 
Sedangkan Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 
(1983:34). menggambarkan sebagai berikut : 
"Keputusan-keputusan politik merupakan peristiwa- 
peristiwa yang banyak pengaruhnya terhadap Hukum 
Tata Negara". Bahkan dalam pengembangan pemikiran 
orang sudah mulai memperkenalkan pandangan tentang 
kemungkinan digantinya penamaan. Hukum Tata Negara 
dengan Hukum Politik " (Padmo Wahjono Ed., 1984:163). 

Dengan demikian, pendekatan Hukum Tata Negara 
yang ideal dalam civics/IKN tentunya semata-mata 
melihat dari segi yuridis formal, tetapi juga ditambah 



dari segi sosio-politis. Oleh karena itu dapat ditafsirkan 
bahwa peninjauan civics yang berintikan demokrasi 
politik dari segi Hukum Tata Negara dimaksud adalah 
melihat dari segi yuridis formal dan sosio-politis tentang 
status dan peranan warga negara (Cholisin, 2000:16). 

b. Cakupan IKN (civics) 

Cakupan IKN adalah demokrasi politik pendapat ini 
didasarkan karena IKN atau Civics mengambil bagian isi 
ilmu politik yang berupa demokrasi politik (Somantri, 
1976 : 23). Unsur-unsur yang ada pada demokrasi 
politik, yaitu : 

1. Teori-teori tentang demokrasi politik 

2. Konstitusi negara 

3. Sistem politik 

4. Pemilihan umum 

5. Lembaga-lembaga decision maker 

6. Presiden 

7. Lembaga yudikatif dan legislative 

8. Out put dari sistem demokrasi politik 

9. Kemakmuran umum dan pertahanan negara 

10. Perubahan sosial (Somantri, 1976 : 36). 

Senada dengan pendapat bahwa IKN sebagai 
bagian dari ilmu politik, Ahmad Sanusi (1972 : 3), 
menyatakan bahwa cakupan IKN meliputi kedudukan 
dan peranan warga negara dalam menjalankan hak dan 
kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas 
ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan. 

Hasil seminar Nasional pengajaran dan pendidikan 
civics (civics education) di Tawangmangu 1972, Solo, 
merumuskan bahwa cakupan IKN adalah peranan warga 



negara di bidang spiritual, ekonomi, politis, yuridis, 
cultural sesuai dengan dan sejauh yang diatur dalam 
Pembukaan dan UUD 1945. 

Jika ketiga pendapat tersebut dianalisis, maka 
pendapat pertama (demokrasi politik sebagai cakupan 
IKN) hanya menekankan peranan warga negara di 
bidang politik. Sedangkan pendapat kedua (Ahmad 
Sanusi) dan ketiga (Seminar di Tawangmangu 1972), 
tidak hanya membatasi pada peranan di bidang politik, 
tetapi juga di bidang lain seperti peranan di bidang 
ekonomi dan sosial. 

Menurut Cholisin untuk memahami peranan warga 
negara dalam berbagai bidang tersebut, perlu 
pembahasan hal-hal yang terkait. Oleh karena itu, 
Cholisin mengajukan cakupan IKN meliputi : teori 
hubungan warga negara dengan negara atau 
pemerintah, tugas-tugas pemerintah, proses 
pemerintahan sendiri (sistem politik), peranan warga 
negara dalam berbagai bidang kehidupan (hak 
kewajiban warga negara dan HAM) dan bagaimana 
pelaksanaan hak-hak tersebut sesuai dengan sistem 
politik yang berlaku, dan sifat-sifat yang esensial yang 
harus ada pada profil warga negara yang baik. 
(2000:127) 

C. Hubungan Ilmu Kewarganegaraan dengan 
Pendidikan Kewarganegaraan 

Bagaimana hubungan ilmu kewarganegaraan 
dengan pendidikan kewarganegaraan, tentunya harus 
difahami dan dimengerti terlebih dahulu apa perbedaan 



dan persamaannya. Perbedaan antara ilmu 
Kewarganegaraan denganpendidikan 

Kewarganegaraan, yaitu bahwa ilmu Kewarganegaraan 
merupakan ilmu atau teori, sedangkan pendidikan 
Kewarganegaraan adalah praktiknya. Selain itu 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah perluasan daripada 
ilmu Kewarganegaraan. Sedangkan persamaannya 
adalah baik ilmu Kewarganegaraan maupun pendidikan 
Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga 
negara yang baik (to he good citizenship). 

Civics sebagai ilmu Kewarganegaraan pada mulanya 
untuk mempersatukan bangsa {Americanizing). 
Munculnya civics dalam tatanan ilmu pengetahuan 
sangat bermanfaat bagi pemerintah ataupun warga 
negara. Civics sebagai bagian dari ilmu politik memiliki 
persyaratan-persyaratan ilmu, walaupun belum sampai 
pada teori-teori, sebab civics membahas hubungan 
manusia dengan manusia dan juga masalah-masalah 
individu, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan 
oleh Henry Randal Waite : the Science citizenship the 
relation of man, the individual to man in organization 
collection-the individual in his relation to the State. 
Selanjutnya perlu diketahui bahwa setiap jenis 
pengetahuan memiliki ciri-ciri yang spesifik mengenai 
apa {ontology), bagaimana (epistemology) dan untuk apa 
{axiology). Ketiga-tiganya saling berkaitan dan saling 
ketergantungan. Ilmu mempelajari alam semesta, 
sebagaimana adanya, tentu terbatas pada lingkungan 
pengalaman masing-masing. 

Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan 
untuk menjawab permasalahan yang dihadapi manusia. 



dengan kata lain ilmu merupakan alat bagi manusia 
untuk memecahkan berbagai persoalan yang 
dihadapinya. Civics menyelidiki manusia yang memiliki 
perasaan, emosi, akal, kemauan. Hal inilah yang 
menyulitkan untuk diadakan pengukuran terhadap 
perbuatan-perbuatan manusia terutama adanya faktor- 
faktor yang rasional dan irasional. 

Namun walaupun begitu untuk menghargai tingkat 
kebenaran dalam civics diperlukan proses berpikir, 
terutama dalam mengatasi masalah. Mengkaji 
permasalahan di atas, maka dibutuhkan beberapa 
peringkat dimulai dari data, fakta, konsep, generalisasi 
sampai pada teori. 

Penyusunan tersebut sebagai generalisasi 
didasarkan pada pertimbangan bahwa karena disiplin 
ilmu pengetahuan {Civics) terdiri dari rangkaian konsep- 
konsep, generalisasi yang disusun secara scientific. 
Penyusunan ini harus bertitik tolak dari disiplin ilmu 
politik dengan mempertimbangkan : 

1. Kerangka basic human activities 

2. Developmental task pelajar 

3. Pendekatan interdisipliner dengan cabang-cabang ilmu 
pengetahuan sosial lainnya 

4. Tujuan pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. 

Mengenai data, fakta, konsep, generalisasi sudah 
banyak disinggung pada modul-modul sebelumnya. Oleh 
karenanya pada modul ini tidak akan dibahas lebih 
lanjut. Dari definisi-definisi civics dalam modul 
sebelumnya telah dapat disimpulkan bahwa Civics 
banyak membahas tentang hak dan kewajiban warga 
negara dalam suatu negara. 



Sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut 
di sekolah sudah merupakan praktik, yaitu pendidikan 
Kewarganegaraan. Agar hak dan kewajiban itu bukan 
hanya sekedar dikatakan saja, tetapi sudah bisa 
dilaksanakan apa yang telah menjadi haknya dan apa 
pula yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. 
Hal-hal tersebut dipraktikkan dalam kelas sebagai 
Laboratorium demokrasi. 

Selanjutnya bahan Pendidikan 

Kewarganegaraan merupakan perluasandari ilmu 
Kewarganegaraan. Pada mulanya civics hanya 
mencakup government saja, yaitu tentang 
pemerintahannya saja. Perkembangan masyarakat 
dengan pesatnya sehingga timbul masalah-masalah, 
kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan penanganan 
lebih intensif, yaitu agar lebih fungsionalnya pelajaran 
civics, sehingga terbentuklah gerakan community civics 
sebab lingkungan sosial pada waktu itu kurang 
diperhatikan. 

Selain itu melalui pelajaran civics diharapkan pula 
dapat membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam 
pemerintahan, usaha-usaha swasta dengan economic 
civics, termasuk juga mempelajari tentang cara-cara 
mencari pekerjaan bagi warga negara, yaitu vocational 
civics. Seiring dengan gerakan tadi, timbullah gerakan 
civics education dengan ciri-cirinya sebagai berikut: 

1. Civic Education meliputi seluruh program dari sekolah 

2. Civic Education meliputi berbagai kegiatan mengajar 
yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang 
lebih baik dalam masyarakat demokratis. 



3. Dalam civic education, termasuk juga hal-hal yang 
menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, 
pribadi dan syarat-syarat objektif hidup bernegara 
(Numan Somantri). 

Bahkan bahan-bahan civic education meliputi 
pengaruh positif dari pendidikan di rumah, sekolah dan 
pendidikan di luar sekolah. Unsur-unsur ini perlu 
dipertimbangkan dalam menyusun bahan-bahan civic 
education, agar siswa dapat memahami, mengapresiasi 
cita-cita Nasional dan dapat mengambil keputusan yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Akhirnya baik ilmu Kewarganegaraan maupun 
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk 
membentuk warga negara yang baik, warga negara yang 
bertanggung jawab, warga negara yang krisis, analitis 
serta warga negara yang berpartisipasi, terlebih-lebih 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan 
mempengaruhi pada setiap segi kehidupan individu, 
masyarakat dan negara. Pengaruh tersebut dirasakan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun 
individu-individu yang bersangkutan tidak menyadari 
darimana datangnya pengaruh tersebut. 

3. Rangkuman 

Dari berbagai definisi tentang civics yang telah 
dikemukakan tersebut di atas dapat dinyatakan : 

a. Civics disebut juga Ilmu Kewargaan Negara (IKN) 

b. Civics merupakan bagian atau cabang Ilmu Politik, 
yang mengambil porsi demokrasi politik. 

c. Civics bisa diartikan dalam pengertian sempit yang 
tekanannya pada demokrasi politik, dan dalam arti 



luas menyangkut juga demokrasi ekonomi dan 
demokrasi sosial 

d. Titik tolak civics pada individu-individu warga 
negara yang berupa kontinum variabel. 

e. Peninjauan Civics dari Hukum Tata Negara (HTN), 
dalam arti melihat peranan warga negara di samping 
dilihat secara yuridis formal, juga melihat dari sosio- 
politis. 

f. Yang dibicarakan Civics adalah mengenai : peranan 
warga negara atau hak dan kewajiban dalam berbagai 
aspek kehidupan, tanggung jawab negara baik 
terhadap diri, masyarakat dan negaranya, maupun 
tugas-tugas pemerintahan.. 

Dalam perkembangan selanjutnya civics tidak hanya 
membahas tentang "government” saja, tetapi sudah 
melayani kepentingan individu seperti perluasan civics 
menjadi : "Vocational civics, economiccivics, dan 
communitycivics. Bagaimana orang untuk mencari 
pekerjaan, memperbaiki tingkat hidup dengan cara 
mencari pendaaptan (berekonomi) dan bagaimana 
seseorang bermasyarakat. 

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa civics dibutuhkan pada tingkat 
persekolahan dengan maksud agar pelajar mengenal, 
memahami serta mampu melaksanakan apa yang 
menjadi kewajibannya dalam hidup bernegara. 

Lebih lanjut agar pelajar menjadi warga negara 
yang baik {goodcitizenship) seperti tujuan civics, oleh 
karena itu kecakapan berpikir kritis, kreatif dan inovatif 
dibutuhkan dalam membentuk warga negara yang baik. 
Selain itu setiap warga harus memiliki kemampuan dasar 



warga negara yaitu kemampuan memperoleh informasi 
serta menggunakan informasi, keterlibatan, membuat 
keputusan, berkomunikasi, kerja sama, dan melakukan 
berbagai macam kepentingan secara benar. 

4. Tugas 

Setelah mempelajari uraian materi dan 
kesimpulan maka tugas mahasiswa sekarang 
membuat peta konsep tentang IKN dalam 
tinjauan keilmuan 

5. Tes 

Petunjuk : Jawablah pertanyaan di bawah ini 

a. Bagaimana pengertian IKN dalam tinjauan 
dari asal bahasanya? 

b. Bagaimana cakupan IKN? Jelaskan 

c. Bagaimana hubungan antara IKN dengan 
PKN? 

d. Bagaimana tinjauan IKN dalam ilmu politik? 

e. Jelaskan tinjauan IKN dalam Hukum Tata 
Negara? 


B. Pembelajaran 2 

1. Tujuan 



Setelah mempelajari modul pembelajaran 2 

mahasiswa diharapkan mampu : 

a. menjelaskan sejarah perkembangan 
kewarganegaraan pada masa sebelum 
kemerdekaan 

b. menjelaskan azas-azas kewarganegaraan 
yang berlaku dalam undang-undang 
kewarganegaraan setelah reformasi. 

c. Menganalisis masalah kewarganegaraan 
terutama hak dasar identitas. 

d. Menganalisis penanganan kasus-kasus 
pelanggaran perundangan kewarganegaraan di 
Indonesia 

e. menjelaskan seseorang bias kehilangan status 
kewarganegaran 

f. menjelaskan tata cara memperoleh kembali 
kewarganegaran Indonesia 

2. Uraian Materi 

a. Hakikat Warga Negara dan Pewarganegaraan 
di Indonesia 

Warganegara dan bukan warga negara (orang asing) 
Penduduk suatu negara dapat dibagi atas 
warganegara dan bukan warganegara (orang asing). 
Dalam hubungan dengan negara yang didiaminya, 
kedudukan sangat berbeda, yakni: 
b. Setiap warganegara memiliki hubungan yang 
tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD 
negaranya, walaupun misalnya yang bersangkutan 
berada di luar negeri, selama yang bersangkutan 
tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh 



ketentuan hukum internasionak misalnya orang 
wanita Indonesia yang kawin dengan orang 
Amerika, maka ia otomatis mengikuti 
kewarganegaraan suaminya, 
c. Penduduk yang bukan warganegara (orang asing) 
hubungannya hanya selama yang bersangkutan 
bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut. 
(A. Ubaidilah, 2000:59). 

Kalau kita perhatian Undang-undang Dasar 1945, 
ada dua pasal yang mengatur perlindungan terhadap 
warganegara dan perlindungan terhadap penduduk. 
Kedua pasal tersebut yaitu : 
a. Pasal 27 UUF 1945 

1) Segala warganegara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinyanya; 

2) Tiap-tiap warganegara berhak atas pekeraan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Salah satu contoh dapat dikemukakan 
sehubungan dengan pasal di atas, dalam 
pelaksanaan UUPA bahwa setiap warganegara 
Indonesia sesuai dengan kemampuannya berhak 
menjadi pemilik tanah, ketentuan ini tidak berlaku 
bagi orang asing. Dalam hal pekerjaan misalnya, 
setiap warganegara Indonesia berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan, sedang bagi orang asing yang 
berkehendak untuk turut bekerja di negara kita 
dengan jalan menanamkan modalnya, bidang 



pekerjaan bagi mereka dibatasi dan ditentukan oleh 
negara. 

Jadk dalam pasal 27 UUD 1945 terdapat 
ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan 
khusus bagi warganegara. 
b. Pasal 29 UUD 1945 

1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa 

2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing- 
masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu. 

Di sini kita merasakan adanya perlindungan 
umum, yaitu terhadap semua penduduk, apakah 
mereka warganegara ataukah orang asing, ke 
semuanya memperoleh perlindungan yang sama 
dalam menjalankan ibadah keagamaannya 
(Kartasapoetra, 1993:212). 

2. Undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia 

Selama berlangsungannya penjajahan yang 
beratus tahun dapat dikatakan bahwa kita tidak 
mempunyai sesuatu kewarganegaraan. Sebagai 
bangsa yang terjajah kita hanya mengenal beberapa 
pembagian penduduk di Tanah air, yaitu : 

a. Orang-orang Belanda yang termasuk kelompok 
penduduk yang harus diutamakan 

b. Orang-orang Bumiputera (inlanders) ialah 
penduduk Indonesia asli yang hak-haknya jauh di 
bawah orang-orang Belanda tetapi dalam 
kewajiban-kewajibannya jauh melebihi kewajiban- 
kewajiban orang Belanda. 



c. Orang Timur Asing, seperti orang-orang Cina, 
India, Pakistan, dan Arab yang kenyataaannya hak- 
haknya hak-hak mereka lebih baik dari orang-orang 
Bumiputra. (A. Ubaidilah, 2000:60). 

Pengaruh dari Sumpah Pemuda (28 Oktober 
1928) telah sangat mendasari persatuan dan kesatuan 
penduduk asli di seluruh tanah air, sehingga tercipta 
kehendak untuk memperjuangkan satu bangsa yaitu 
Bangsa Indonesia, ber-Tanah Air satu Yaitu Tanah Air 
Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. 
Sehingga pada waktu penduduk balatentara Jepang, 
telah dapat dikatakan terwujudlah adanya Bangsa 
Indonesia tersebut walaupun tetap masih berada di 
bawah penindasannya. Baru setelah bangsa Indonesia 
memproklamasikan kemerdekaannya (17 Agustus 
1945) terwujud dengan benar-benar apa yang 
dikehendaki oleh para pemuda dengan "Sumpah 
Pemuda" itu. 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 
tentang Warga Negara, dinyatakan sebagai berikut: 

a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disahkan dengan Undang-undang sebagai 
Warga Negara ; 

b. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan 
ditetapkan dengan Undang-undang. 

Dalam penjelasan dinyatakan, orang-orang 
bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, 
perananan Cina, peranakan Arab dan lain-lain yang 
bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia 
sebagai Tanah Airnya dan bersikap setia kepada 



Negara Republik Indonesia dapat menjadi 
warganegara (Kartasapoetra, 1993:3). 

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, telah 
diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan 
yang mengatur soal kewarganegaraan ini, yaitu : 

a. Undang-undang No 3 Tahun 1946 tentang 
"Kewarganegaraan Indonesia" di ubah UU No 
6/1947 dan UU No 8/1947. 

b. Undang-undang Ex. Darurat No 9 Tahun 1955 
tentang "Kependudukan Orang Asing". 

c. Undang-undang No 2 Tahun 1958 tentang 
"Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara 
Indonesia dan RRC". 

d. Undang-undang No 62 Tahun 1958 Tahun 1958 
tentang "Kewarganegaraan Indonesia" sebagai 
penyempurnaan Undang-undang No 3 Tahun 1946. 

e. Undang-undang No. 4 Tahun 1969, tentang 
"Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan Dinyatakan 
Tidak Berlaku" 

f. Undang-undang No. 3 Tahun 1976, tentang 
"Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958" 

g. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan (Chotib, dkk, 2006:95) 

3. Perkembangan Peraturan Perundangan tentang 
Kewarganegaraan 
a. Pasal 26 UUD 1945 

Pada masa kini pasal 26 UUD 1945 telah 
mengalami perubahan yang keempat. Dalam pasal 
ini dijelaskan perbedaan antara penduduk dan 
warga negara. 



1) Yang menjadi warga negara adalah orang- 
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang 
bangsa lain yang disahkan dengan Undang- 
undang sebagai warga negara. 

2) Penduduk adalah warga negara Indonesia dan 
oarng-orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia. 

3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk 
diatur dengan Undang-undang. 

b. Undang-undang No. 3 Tahun 1946 

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1946 
yang dimaksud orang-orang bangsa lain adalah 
orang-orang peranakan Belanda, peranakan 
Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat 
kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia 
sebagai tanah airnya dan bersikap setiap kepada 
negara Republik Indonesia. Mereka ini dapat 
menjadi warga negara. 

Penduduk Indonesia adalah yang berdomisili di 
wilayah Indonesia selama satu tahun berturut-turut. 
Selanjutnya yang menjadi warga negara Indonesia 
adalah sebagai berikut: 

1) Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak- 
anak dari penduduk asli 

2) Istri dari seorang Warga Negara Indonesia 

3) Keturunan dari seorang WNI yang kawin sg 
seorang WNA 

4) Anak-anak yang dilahirkan di wilayah RI dan 
tidak diketahui siapa orang tuanya. 

5) Anak-anak yang lahir di wilayah RI yang oleh 
orang tuanya tak diakui secara sah. 



6) Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari 
setelah ayahnya yang mempunyai 
kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia 

7) Orang-orang yang bukan penduduk asli 
Indonesia terakhir telah berdomisili di Indonesia 
selama 5 tahun berturut-turut dan telah berusia 
21 tahun atau telah kawin. Jika keberatan 
menjadi WNb ia boleh menolak dengan 
keterangan, bahwa ia adalah warga negara orang 
lain. 

8) Masih menjadi warga negara Indonesia dengan 
jalan pewarganegara-an/naturalisasi 

Ternyata bahwa UU No. 3 tahun 1946 dalam 
perjalanannya telah mengalami dua kali perubahan 
yaitu dengan UU No. 6 Tahun 1947 dan UU No. 8 
Tahun 1947. 

Kalau kita perhatikan beberapa ayat dari UU di 
atas terutama (1), (3), (4),(5), (6) di sini asas ius soli 
yang dimanfaatkan oleh pemerintah RI dalam 
pemberian kewarganegaraannya dan disini 
berlangsung pewarganegaraan pasif. Sedang dalam 
ayat (7) kemungkinan adanya keturunan 
(peranakan) orang asing yang telah bertempat 
tinggal di Tanah Air selama 5 tahun berturut-turut, 
disini pun berlaku pewarganegaraan pasif, jika 
mereka itu telah berumur 21 tahun dan atau telah 
menikah, penolakan mereka atas pemberian 
pewarganegaraan pasif ini yaitu dengan 
mengemukakan hak repudiasi yang menyatakan 
pula bahwa mereka telah memiliki suatu 
kewarganegaraan lain. 



Tentang pewarganegaraan aktif yaitu 
memasuki kewarganegaraan dengan cara 
mengajukan kehendak bagi pewarganegaraan itu 
dapat kita lihat pada ayat (8). Tetapi apabila 
masuknya yang bersangkutan menjadi warganegara 
Indonesia dengan melalui pemberian 
pewarganegaraan, maka di sini berlaku 
pewarganegaraan pasif. 

Adapun perubahan yang terkandung dalam UU 
No. 8 Tahun 1947 hanyalah perubahan terhadap 
jangka waktu dalam pelaksanaan pemberian 
pewarganegaraan yang terkandung dalam UU No. 3 
Tahun 1946, yang dalam hal ini jangka waktu untuk 
menerima ketentuan-ketentuan pewarganegaraan 
di atas di perpanjang sampai tanggal 10 April 1948. 
Alasan perpanjangan waktu ini dikarenakan mereka 
yang telah mengemukakan persetujuannya 
terhadap ketentuan-ketentuan tersebut kepada 
Menteri Kehakiman RI ternyata hanya sedikit 
(Kartasapoetra. 1993 : 223-5). 

Hasil Persetujuan Konferensi Meja Bundar 

Persetujuan Republik Indonesia dan Belanda 
dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 27 
Desember 1949 menegaskan sebagai berikut 
1) Penduduk asli Indonesia adalah mereka yang 
dahulu termasuk golongan bumi putera yang 
berkedudukan di wilayah RI. Apabila mereka lahir 
di luar wilayah Indonesia dan bertempat tinggal 
di Belanda atau di luar peserta Uni (Indonesia- 
Belanda), maka mereka berhak memilih 



kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua 
tahun setelah tanggal 27 Desember 1949. 

2) Orang Indonesia yang bertempat tinggal di 
Suriname atau antillen (koloni Belanda) memiliki 
kewarganegaraan Belanda. Akan tetapi, jika 
mereka lahir di luar kerajaan Belanda mereka 
berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam 
waktu 2 tahun setelah tanggal 27 Desember 
1949. Jika mereka lahir di wilayah kerajaan 
Belanda mereka memperoleh kewarganegaraan 
Belanda, tetapi mereka berhak memilih 
kewarganegaraan RI dalam waktu 2 tahun 
setelah tanggal 27 Desember 1949. 

3) Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia 
atau sedikit-dikitnya berdomisili 6 bulan di 
wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah 27 
Desember 1949 tidak menolak warganegara 
Indonesia. 

4) Orang-orang Belanda yang lahir di wilayah RI 
atau sedikitnya berdomisili 6 bulan di wilayah RI 
dan dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 
Desember 1949 menyatakan memilih menjadi 
WNI (hak opsi) 

5) Orang asing (kaula negara Belanda bukan 
orang Belanda) yang lahir di Indonesia, jika 
dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 
Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan 
Indonesia. 

d. Undang-undang No. 62 Tahun 1958 : 

Dengan dibubarkannya RI S dan dengan 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 



sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Tanah Air kita 
diberlakukan Undang-undang Dasar Sementara 
Tahun 1950. Pasal 5 ayat (1) UUDS 1950 
menentukan bahwa Kewarganegaraan Republik 
Indonesia diatur dengan undang-undang. Undang- 
undang tentang hal ini tentunya tidak dapat 
diwujudkan dalam waktu singkat, menyadari akan 
keadaan yang demikian, maka dalam pasal 144 
UUDS tersebut, yang merupakan ketentuan 
peralihan, telah ditentukan bahwa yang sudah 
menjadi warganegara Republik Indonesia yaitu 
mereka yang : 

1) Berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1946, 
dan 

2) Persetujuan penentuan perihal pembagian 
Warga Negara antara Indonesia-Belanda, sudah 
menjadi Warga Negara Indonesia. 

Sebagai telah dikemukakan, baik UU No. 3 
tahun 1946 maupun persetujuan penentuan perihal 
pembagian Warga Negara antara Indonesia- 
Belanda, pada hakikatnya adalah memanfaatkan 
asas ius soli. Sehubungan dengan pelaksanaan ad 
(a) dan (b) di atas, sedangkan di negara RRC ketika 
itu menggunakan asas ius sanguinus dalam 
pelaksanaan pewarganegaraannya, maka timbullah 
masalah pewarga-negaraan orang-orang Cina dan 
keturunannya yang dilahirkan di Indonesia. Mereka 
yang tidak atau belum menyatakan menolak 
pemberian kewarganegaraan Indonesia (yang pada 
umumnya banyak di antara mereka yang berbuat 
demikian), dengan sendirinya akan memilih dwi 



kewarganegaraan (bipatride). Jelasnya di Tanah Air 
kita mereka diberi kewarganegaraan berdasar ius 
soli, sedang di RRC berdasar ius sanguinus, mereka 
masih memperoleh kesempatan menjadi 
warganegara RRC. Untuk pemecahan masalah dwi 
kewarganegaraan ini dilakukanlah perjanjian antara 
pemerintah RI dengan Pemerintah RRC yang 
terkenal dengan perjanjian Soenarjo-Chou En Lai 
(22April 1955), yang selanjutnya melahirkan 
Undang-undang No. 2 Tahun 1958 (A.Ubaidilah dkk, 
2000 : 68 ) 

Perjanjian Soenarjo - Chou En Lai antara lain 
yang terpenting mengemukakan hal sebagai berikut 
: bahwa kepada orang-orang Cina yang berada di 
Indonesia diwajibkan untuk menentukan pilihan 
yang tegas secara tertulis, dalam waktu 2 tahun 
setelah perjanjian ini diberlakukan dengan resmi 
untuk : 

1) Tetap menjadi warga negara Indonesia, atau 

2) Menolak pewarganegaraan sebagai warga 
negara Indonesia. 

Selanjutnya, Undang-undang 

Kewarganegaraan RI yang sangat diharapkan 
sehubungan dengan diberlakukannya UUD S 1950 
pasal 5 ayat (1) ternyata pada tanggal 1 Agustus 
1958 telah dapat diundangkan yang selanjutnya 
terkenal sebagai UU No.62 Tahun 1958. Dapat 
dijelaskan bahwa asas yang dipergunakan dalam 
pembentukan UU ini adalah asas ius sanguinus, jadi 
sangat berlainan dengan UU No. 3 Tahun 1946 dan 
Persetujuan Penentuan Perihal Pembagian Warga 



Negara RIS-Belanda, yang kedua-duanya 
mempergunakan asas ius soli. 

Menurut Undang-undang No.62 Tahun 1958 
yang dimaksud sebagai Warga Negara Indonesia, 
ialah : 

1) Mereka yang telah menjadi warga negara 
berdasarkan UU/Peraturan/Perjanjian yang 
terlebih dahulu dan ditetapkan berlaku surut 

2) Mereka yang memenuhi persyaratan- 
persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam UU 
ini. 

Penjelasan Ad. (1) : 

Apa yang dimaksud dengan berlaku surut di 
atas? Hal ini menyangkut berlakunya UU No. 3 
Tahun 1946 dan Persetujuan Penentuan Perihal 
Kewarganegaraan RIS-Belanda, yang artinya setiap 
orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia 
menurut UU. Persetujuan di atas dan menurut 
peraturan-peraturan lain yang telah diberlakukan, 
adalah tetap diakui sebagai WNI. Dalam pengertian 
ini, khusus bagi WNI keturunan Cina diharuskan 
memiliki surat buktinya, yang dapat diminta pada 
Pengadilan Negeri setempat. 

Ketentuan ini memang sangat penting 
sehubungan dengan diharuskannya mereka memilih 
salah satu kewarganegaraan seperti yang telah 
dikemukakan di atas (untuk mencegah 
berlangsungnya bipatridi / dwi-kewarganegaraan). 
Penjelasan Ad.(2) 

Tentang syarat-syarat tertentu yang diperlukan 
bagi cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, 



telah ditentukan dalam UU No.62 Tahun 1958, 
jelasnya sebagai berikut: 

Pada waktu lahirnya, yang bersangkutan 
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan 
seorang WNI, dalam hal ini misalnya bapak dari 
yang bersangkutan adalah WNI; 

Bahwa yang bersangkutan dilahirkan dalam 
waktu 300 hari setelah bapaknya meninggal 
dunia, dan bapaknya itu pada waktu meninggal 
dunia adalah WNI; 

Bahwa yang bersangkutan memang dapat 
memberi bukti dilahirkan dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia, selama orang tuanya belum 
diketahui dengan jelas; 

Yang bersangkutan memperoleh 
kewarganegaraan Indonesia menurut UU No.62 
Tahun 1958, misalnya : 

Berumur 5 tahun yang diadopsi oleh seorang 
WNI, dalam pengertian diadopsi ini harus 
mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri; 

Anak di luar pernikahan dari seorang ibu warga 
negara Indonesia; 

Menjadi warga negara karena 
pewarganegaraan. (Kartasapoetra. 1993 : 231-4) 
Undang-Undang No.3 Tahun 1976 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang 
Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 
Tahun 1958 terbit sejak 5 April 1976. Undang- 
undang ini ditandatangani oleh Presiden Soeharto 
dan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, SH. 



Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1976 
menegaskan bahwa : 

1) Seorang yang kehilangan kewarganegaraan RI 
dapat memperoleh kewarganegaraan RI kembali, 
jika ia berdomisili di Indonesia berdasarkan kartu 
izin masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. 
Keterangan itu harus dinyatakan kepada 
Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dalam 1 
tahun setelah orang tersebut berdomisili di 
Indonesia. 

2) Seorang yang berdomisili di luar negeri yang 
telah kehilangan kewarganegaraan RI karena 
sebab-sebab di luar kesalahannya, sebagai akibat 
dari keadaan di negara tempat tinggalnya yang 
menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya 
kewajibannya sebagaimana diatur oleh ketentuan 
tersebut dapat memperoleh kembali 
kewarganegaraan RI. 

a) Jika ia melaporkan diri dan menyatakan 
keterangan itu kepada perwakilan RI di negara 
tempat tinggalnya dalam jangka waktu 1 tahun 
terhitung sejak tanggal diundangkannya 
undang-undang ini. 

b) Jika ia melaporkan diri dan menyatakan 
keterangan untuk itu kepada perwakilan RI di 
negara terdekat dari tempat tinggalnya dalam 
jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya 
undang-undang ini. 

c) Selain menyatakan keterangan untuk 
memperoleh kembali kewarganegaraan RI, 



maka orang yang bersangkutan menunjukkan 
hal berikut: 

(1) Keinginan sungguh-sungguh menjadi WNI 

(2) Kesetiaannya terhadap negara RI 

d) Seorang yang telah menyatakan keterangan 
sesuai dengan ketentuan ayat 2, memperoleh 
kembali kewarganegaraan RI dalam waktu 1 
tahun setelah melaporkan diri dan menyatakan 
keterangan serta ternyata memenuhi syarat- 
syarat tersebut dalam ayat 3 dan setelah 
mendapat keputusan dari Menteri Kehakiman. 
Keputusan Menteri Kehakiman yang 
memberikan kembali kewarganegaraan RI 
mulai berlaku pada hari-hari pemohon 
menyatakan sumpah atau janji setia dihadapan 
perwakilan RI dan berlaku surut hingga hari 
Keputusan Menteri Kehakiman, 
f. Undang-undang No, 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan 

Usulan revisi Undang-undang 

Kewarganegaraan RI sebagai usulan inisiatif DPR 
disepakati pada Sidang Paripurna DPR tanggal 21 
Juni 2005. Namun, dalam beberapa usulan tersebut 
masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat 
merugikan hak-hak anak dan kaum perempuan 
dalam hal pewarganegaraan. Hasilnya, melalui 
Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tanggal 11 Juli 
2006, Sidang Paripurna DPR menyetujui RUU 
Kewarganegaraan RI menjadi UU 

Kewarganegaraan RI yang baru ( UU No. 12 
Tahun 2006 ) sekaligus mencabut UU Nomor 62 



tahun 1958 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. 

Undang-undang ini pun menegaskan bahwa 
peraturan lain yang bertentangan dengan undang- 
undang ini dinyatakan tidak berlaku, mulai dari UU 
Nomor 62 Tahun 1958 yang telah mengalami 
perubahan melalui UU Nomor 3 tahun 1976 hingga 
UU Nomor 10 Tahun 1910 (10 Februari 1910) 
tentang Peraturan kewarganegaraan Belanda 
bukan Belanda (Stb 1910 : 296 jo 27-458) serta 
peraturan lain yang berkaitan dengan 
kewarganegaraan (Chotib dkk, 2006 : 97) 

Yang dimaksud dengan warga negara 
Indonesia (WNI) menurut Undang-undang 
Kewarganegaraan yang baru ini adalah 
sebagai berikut. 

1) Setiap orang yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan / atau berdasarkan 
perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain 
sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI 

2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari 
seorang ayah dan ibu WNI 

3) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari 
seorang ayah dan WNI dan ibu WNA 

4) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari 
seorang ayah WNA dan ibu WNI. 

5) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari 
seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak 
mempunyai kewarganegaraan kepada anak 
tersebut. 



6) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari 
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan 
yang sah dan ayahnya WNI. 

7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 
dari ibu WNI 

8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 
dari seorang ibu WNAyg anaknya dan pengakuan 
itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 
tahun atau belum kawin. 

9) Anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada 
waktu lahir tidak jelas kewarganegaraan status 
ayah dan ibunya. 

10) Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila 
ayah dan ibunya tidak mempunyai 
kewarganegaraan atau tidak diketahui 
keberadaannya. 

11) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI 
dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena 
ketentuan dari negara tempat anak tersebut 
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada 
anak yang bersangkutan. 

12) Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah 
dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, 
kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia 
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan 
janji setia. 

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 ini 
diharapkan telah menampung semua pihak yang 
merasa didiskrimnasikan karena memuat pasal-pasal 
yang mengatur transnational marriage (perkawinan 
beda warga negara). Artinya, anak hasil perkawinan 



ibu WNI dan laki-laki asing dan belum menikah, 
berhak menentukan kewarganegaraan setelah 18 
tahun. Selama di bawah usia 18 tahun, anak memiliki 
dua kewarganegaraan. Undang-undang ini menganut 
prinsip "Warga Negara Ganda Terbatas". 
Pengalaman yang terjadi sebelum Undang-undang 
kewarganegaraan yang baru ini, status warga negara 
anak hasil kawin campuran ibu WNI dengan laki-laki 
WNA banyak mendapat diskriminasi di lapangan. 
Undang-undang kewarganegaraan ini tidak hanya 
mengatur administrasi tetapi telah mengubah 
paradigma tentang kewarganegaraan. 

a. Penegasan status seseorang menjadi WNI 

Pada Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, 
seorang isteri kewarganegaraan Indonesia dan 
suami WNA, maka otomatis isteri ikut warga negara 
suaminya. Berdasarkan Undang-undang 
kewaganegaraanyang baru ini paradigma 
tersebut telah diubah, yaitu baik isteri WNI yang 
bersuami WNA maupun isteri WNA yang bersuami 
WNI memiliki kesempatan untuk menjadi WNI 
asalkan tidak berkewarganegaraan ganda. 
Perempuan berkewarganegaraan WNI yang kawin 
dengan seorang pria WNA bisa tetap menjadi WNI 
sehingga suami bisa mendapat keringanan seperti 
imigrasi, permanent resident ataupun naturalisasi. 

b. Nondiskriminasi 

Pada Undang-undang kewarganegaraan yang 
baru tidak ada diskriminasi terhadap etnis tertentu. 
Selain itu. Undang-undang ini memberikan harkat 
yang tinggi terhadap gender (glorifikasi gender). 



Kemudahan mengajukan status WNI 

Berdasarkan pengalaman, banyak atlet warga 
negara keturunan mengalami kesulitan untuk 
mengajukan status WNI mereka. Ingat atlet 
bulutangkis Ivana Lie dan Hendrawan? Setelah 
bertahun-tahun berjuang membela nama bangsa 
dan negara Indonesia di dunia olah raga, baru 
memperoleh kewarganegaraannya beberapa tahun 
terakhir ini. Dengan Undang-undang ini, bagi warga 
negara asing atau keturunan yang berprestasi dan 
memiliki achievment, seperti atlet olah raga, dapat 
langsung diberi kewarganegaraan WNI. Pejabat dan 
aparat harus memberikan kemudahan dalam 
pelaksanaan operasional, SBKRI (Surat Bukti 
Kewarganegaraan Republik Indonesia) tidak 
diperlukan lagi. 

Sanksi-sanksi 

Beberapa kemudahan untuk memperoleh 
status kewarganegaraan RI di dalam Undang- 
undang ini diiringi pula dengan pemberian sanksi 
bagi yang melanggarnya. Bagi aparat/pejabat atau 
siapa saja yang menghambat proses pengajuan 
permohonan kewarganegaraan dapat terkena 
implikasi hukum. Apabila pegawai 

pemerintah/pejabat lalai melaksanakan tugas dan 
kewajibannya sehingga mengakibatkan seseorang 
kehilangan hak untuk memperoleh kembali 
dan/atau kehilangan kewarganegaraan RI dapat 
terkena pidana 1 tahun, sedangkan yang sengaja 
menghambat proses kewarganegaraan pemohon. 



dapat terkena hukuman pidana 3 tahun penjara. 
(Pasal 36). 

Untuk melengkapi proses jalannya Undang- 
undang ini, pemerintah harus segera menyusun 
Peraturan Pemerintah dalam jangka waktu 6 bulan, 
untuk Peraturan Menteri dalam jangka waktu 3 
bulan. Selanjutnya, keterangan di atas sumpah, 
membuat surat atau dokumen yang dipalsukan 
untuk memperoleh kewarganegaraan RI dapat 
dipidana penjara sedikitnya 1 tahun dan paling lama 
4 tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Bila 
dilakukan secara korporasi, pengenaan pidana 
penjara ditunjukan kepada pengurusnya yang 
bertindak atas nama korporasi sedikitnya 1 tahun 
dan paling lama 5 tahun dengan denda korporasi 
dan pengurusnya sedikitnya Rp 1.000.000.000,00 
dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 serta 
dicabut izin usahanya. 

Perubahan peraturan kewarganegaraan ini 
sangat revolusioner karena mengedapankan 
semangat rekonsilidasi nasional. Untuk warga 
negara Indonesia di luar negeri yang menjadi 
pelarian karena dituduh G-30-S/PKI, dapat 
mengajukan kembali kewarganegaraannya. Hal 
tersebut dapat dimungkinkan sesuai dengan Pasal 
42 Undang-undang kewarganegaraan ini. 
b. Asas Kewarganegaraan 

Kesulitan suatu negara menentukan rakyatnya 
adalah bagaimana penduduk di wilayah mengakui 
kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara 



itu. Awalnya, rakyat sautu negara hanya terdiri dari 
orang-orang yang berasal dari satu keturunan dan satu 
nenek moyang. Kemudian, wilayah negara itu didatangi 
oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai 
nenek moyang lain pula. Dengan demikian, tempat 
tinggal bersama pun turut menentukan seseorang dalam 
keberadaan di negara itu. 

Berdasarkan kondisi itu, untuk menentukan 
kewarganegaraan diperlukan dua macam asas, yaitu 
asas ius soli dan asas ius sanguinis. 

1. Asas Ius Soli 

Asas ius soli adalah penentuan kewarganegaraan 
yang didasarkan pada tempat kelahiran. Artinya, 
peraturan kewarganegaraan sesuai dengan tempat 
kelahirannya tanpa melihat keturunan atau 
kewarganegaraan orang tuanya. 

2. Asas Ius Sanguinis 

Asas ius sanguinis adalah penentuan 
kewarganegaraan berdasarkan keturunan/pertalian 
darah. Artinya, penentuan kewarganegaraan 
berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. 

3. Dwi Kewarganegaraan atau Non Kewarganegaraan 

Jika suatu negara dalam menentukan 
kewarganegaraannya hanya menggunakan asas ius 
soli saja atau ius sangunis saja, maka dapat 
mengakibatkan dua kemungkinan yang terjadi, yaitu 
sebagai berikut: 

a. Bipatride (dwi kewarganegaraan), yaitu 

kewarganegaraan rangkap/ganda. Dengan 
demikian mengakibatkan ketidakpastian status 



orang yang bersangkutan dan kerumitan 
administrasi tentang kewarganegaraan tersebut, 
b. Apatride (tanpa kewarganegaraan), yaitu 

seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan. 
Dengan demikian, keadaan apatride ini 
mengakibatkan seseorang tidak akan mendapat 
perlindungan dari negara manapun juga (Chotib, 
dkk, 2006:100) 

Contoh negara yang menerapkan asas ius soli 
adalah Amerika, sedangkan yang menerapkan asas ius 
sanguinis adalah Cina. Seorang warga negara Cina 
yang melahirkan anak di Amerika Serikat, menurut 
asas yang dianut oleh masing-masing negara tersebut 
memiliki dua kewarganegaraan, yaitu warga negara 
Amerika Serikat dan warga negara Cina. Sebaliknya 
warga negara Amerika Serikat yang melahirkan 
seorang anak di Cina menurut asas tersebut tidak 
memiliki kewarganegaraan (apatride) 

Untuk mengatasi kesulitan tersebut di atas 
diadakan perundingan dengan negara lain. Oleh 
karena itu, untuk menentukan pewarganegaraan 
seseorang terdapat dua macam stelsel, yaitu stesel 
pasifkan stesel aktif. 

a. Stelsel pasif 

Semua penduduk diakui sebagai warga negara, 
kecuali ia menyatakan menolak menjadi warga 
negara atau hak repudiasi 

b. Stelsel aktif 

Untuk menjadi warga negara, seseorang harus 
menggunakan hak-hak opsi atau hak untuk memilih 
menjadi warga negara. 



Pada penyelesaian masalah kewarganegaraan 
menrut salah satu keputusan KMB dipergunakan 
stelsel aktif dengan hak opsi untuk penduduk 
Indonesia keturunan Eropa dan stelsel pasif dengan 
hak repudiasi untuk penduduk Indonesia keturunan 
Timur Asing. Namun kini penyelesaian masalah dari 
kewarganegaraan atau non kewarganegaraan telah 
diatur dengan jelas dan Undang-undang No. 12 Tahun 
2006 tentang kewarganegaraan. 

Terdapat beberapa cara bagi seseorang untuk 
dapat memperoleh kewarganegaraan, yaitu karena 
kelahiran, keturunan, naturalisasi, mengikuti ayah dan 
ibunya, akibat perkawinan, permohonan dan karena 
pernyataan yang bersangkutan. 

b) Pewarganegaraan (Naturalisasi) 

Negara dalam hal ini negara Republik Indonesia 
memberi kesempatan kepada orang asing (bukan warga 
negara RI) untuk menjadi warga negara. Dalam hal 
permohonan kewarganegaraan atau naturalisasi, dapat 
dibedakan antara naturalisasi biasa dan naturalisasi 
istimewa. 

1. Naturalisasi Biasa 

Persyaratan menjadi kewarganegaraan Republik 
Indonesia menurut undang-undang kewarganegaraan 
adalah sebagai berikut: 

a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 

b. Pada waktu pengajuan permohonan sudah 
bertempat tinggal di wilayah negara sedikitnya 5 
tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut- 
turut 



c. s ehat j asmani dan rohani 

d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar 
negara Pancasila dan UUD 1945 

e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak 
pidana yang diancam sanksi penjara 1 tahun atau 
lebih 

f. Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda 

g. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan 
tetap 

h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara 
sebesar ketentuan peraturan pemerintah. 

Tabel Perihal Kewarganegaraan Indonesia Menurut 

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Tata cara Memperoleh Kehilangan 

Kewarganegaraan Kewarganegaraan 

a. Memenuhi persyaratan a. Memilih 

pewarganegaraan RI kewarganegaraan lain 

b. Pemohon mengajukan atas kemauannya sendiri 

permohonan b. Tidak menolak atau 

pewarganegaraan secara tidak melepaskan 

tertulis dalam bahasa kewarganegaraan lain, 

Indonesia dengan materai sedangkan orang yang 

secukupnya kepada bersangkutan mendapat 

Presiden melalui menteri kesempatan untuk itu. 

yang disampaikan kepada c. Dinyatakan hilang 
pejabat kewarganegaraannya 

c. Jika dikabulkan, menteri oleh Presiden atas 

memberitahukan kepada permohonannya sendiri 

pemohon setelah dan yang bersangkutan 

dikeluarkannya sudah berusia 18 tahun 

Keputusan Presiden atau sudah kawin, 

(Keppres). Paling lambat bertempat tinggal di luar 
3 bulan terhitung sejak negeri, dan hilangnya 

Keppres dikirim ke kewarganegaraan tidak 







pemohon, pejabat 
memanggil pemohon 
untuk mengucapkan 
sumpah atau janji setia. 
Sebaliknya jika ditolak, 
harus disertai alasan dan 
diberitahukan oleh 
menteri kepada yang 
bersangkutan paling 
lambat 3 bulan sejak 
tanggal permohonan 
diterima oleh menteri. 

d. Jika pemohon tidak hadir 
tanpa alasan dalam 
menyatakan sumpah atau 
janji setia pada waktu 
yang telah ditentukan 
Keppres, batal demi 
hukum. Akan tetapi, jika 
ketidakhadiran pemohon 
karena kelalaian pejabat, 
pemohon dapat 
mengucapkan sumpah 
atau janji setia dihadapan 
pejabat lain yang ditunjuk 
menteri dan selanjutnya 
dibuatkan berita acara 
pelaksanaannya untuk 
segera disampaikan 
kepada menteri. 

e. Pemohon wajib 
menyerahkan dokumen 
atau surat-surat 
keimigrasian atas 
namanya kepada kantor 
imigrasi dalam waktu 14 
hari kerja setelah 


menghilangkan 

kewarganegaraan 

lainnya. 

d. Masuk dalam dinas 
tentara asing tanpa izin 
Presiden. 

e. Secara sukarela masuk 
dalam dinas negara asing. 

f. Secara sukarela 
mengangkat sumpah atau 
menyatakan janji setia 
kepada negara asing atau 
bagian dari negara asing 
tersebut. 

g. Turut serta dalam 
pemilihan sesuatu yang 
bersifat ketatanegaraan 
untuk suatu negara asing. 

h. Mempunyai paspor atau 
surat yang bersifat 
paspor dari negara asing 
atau surat yang dapat 
diartikan sebagai tanda 
kewarganegaraan yang 
masih berlaku dari 
negara lain atas namanya. 

i. Bertempat tinggal di 
luar wilayah negara RI 
selama 5 tahun terus- 
menerus bukan dalam 
rangka dinas negara, 
tanpa alasan yang sah 
dan dengan sengaja tidak 
menyatakan keinginannya 
untuk tetap menjadi 
warganegara sebelum 
jangka waktu 5 tahun itu 
berakhir, dan setiap 5 




pengucapan sumpah atau 
pernyataan janji setia 

f. Salinan Keppres tentang 
pewarganegaraan dan 
berita acara pengucapan 
sumpah atau pernyataan 
janji setia dari pejabat 
menjadi bukti sah 
kewarganegaraan RI 
seseorang. 

g. Menteri mengumumkan 
nama orang yang telah 
memperoleh 
kewarganegaraan dalam 
Berita Negara RI. 

h. Ketentuan lebih lanjut 

tentang tata cara 
mengajukan dan 
memperoleh 
kewarganegaraan RI 
diatur dalam peraturan 
pemerintah._ 


tahun berikutnya yang 
bersangkutan tidak 
mengajukan pernyataan 
ingin tetap menjadi warga 
negara kepada 
perwakilan yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat 
tinggal yang 
bersangkutan padahal 
perwakilan tersebut telah 
memberitahukan secara 
tertulis kepada yang 
bersangkutan. 


2. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa) 

Naturalisasi istimewa di negara RI dapat 
diberikan kepada warga negara asing yang status 
kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut: 

a. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, 
belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui 
secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan 
asing. 

b. Anak WNI yang berusia 5 tahun meskipun telah 
secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan 
penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI 





c. Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun 
tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI, atau 
perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI 
meskipun status kewarganegaraan orang tuanya 
tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan 
ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin 

d. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan 
dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada 
pejabat dengan melampirkan dokumen 
sebagaimana ditentukan di dalam perundang- 
undangan 

e. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan 
disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun 
setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. 

f. Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI 
dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk 
menjadi warga negara RI, atau dapat diminta oleh 
negara RI. Kemudian, mereka mengucapkan 
sumpah atau janji setia (tidak perlu memenuhi 
semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi 
biasa). Cara ini diberikan oleh Presiden dengan 
persetujuan DPR. 

3. Akibat Pewarganegaraan 

Pewarganegaraan membawa akibat hukum 

pasangan kawin campuran dan anak-anaknya yang 

menjadi warga negara karena pewarganegaraan. 

Akibat dari pewarganegaraan adalah sebagai berikut: 

a. Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan 
sebagai orang asing 

b. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau 
istri yang terikat perkawinan sah, tidak 



menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan 
itu. 

c. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum 
kawin yang mempunyai hubungan hukum 
kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu 
memperoleh kewarganegaraan RI turut 
memperoleh kewarganegaraan RI. 

d. Seorang anak yang lahir dari perkawinan WNA 
dengan WNI tanpa memandang kedudukan hukum 
ayahnya, baik sah maupun tidak, sebelum usia 18 
tahun memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah 18 
tahun diharuskan memilih kewarganegaraan 

e. Anak yang lahir di wilayah negara RI yang saat 

lahir tidak jelas kedudukan orang tuanya atau tidak 
diketahui orang tuanya merupakan 

kewarganegaraan RI. 

f. Anak dibawah usia 5 tahun telah ditetapkan secara 
sah sebagai anak WNA berdasarkan pengadilan, 
tetap diakui sebagai WNI 

g. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu 
tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya 
yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan 
ayahnya sampai anak itu berusia 18 tahun atau 
sudah kawin. 

h. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang 
ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap 
anaknya yang mempunyai hukum dengan ayahnya 
sampai anak itu berusia 18 tahun atau sudah kawin 

i. Kehilangan kewarganegaraan RI karena 
memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu 
yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya 



berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut 
berusia 18 tahun atau sudah kawin. 


c) Persamaan Kedudukan Warganegara dalam 

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan 
Bernegara 

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara diperlukan adanya persamaan kedudukan 
bagi warga negara sehingga dapat tercipta suatu 
masyarakat yang tertib, tenteram, aman dan sejahtera, 
serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. 
Dengan demikian, dapat menunjang keberhasilan 
pembangunan nasional. Bagaimanakah menurut 
pendapat anda tentang persamaan kedudukan warga 
negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara? 

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia 
ditegaskan dalam UUD 1945 yang telah mengalami 
empat kali perubahan, yaitu pasal 27 yang isinya berikut 

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 

2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara. 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban 
warga negara Indonesia dan pelaksanaan hak asasi 
manusia secara garis besar telah diatur dalam pasal- 
pasal UUD 1945 antara lain sebagai berikut: 



Tabel Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 

1945 

Hak dan Kewajiban Warga Negara 


Hak Warga Negara 

1. Menyatakan diri 
sebagai penduduk dan 
warga negara Indonesia 
atau ingin menjadi 
warga negara suatu 
negara (pasal 26) 

2. Bersamaan kedudukan 
di dalam hukum dan 
pemerintahan (pasal 27 
ayat 1) 

3. Memperoleh 

pekerjaan dan 

penghidupan yang layak 
(pasal 27 ayat 2) 

4. Upaya pembelaan 
negara (27 ayat 3) 

5. Kemerdekaan 
berserikat, berkumpul, 
mengeluarkan pikiran 
lisan dan tulisan sesuai 
dengan undang-undang 
(pasal 28) 

6. Memperoleh jaminan 
dan perlindungan dalam 
pelaksanaan berbagai 
bidang hak asasi 
manusia (pasal 28A 
s.d.28j) 

7. Jaminan memeluk 

salah satu agama dan 
pelaksanaan ajaran 

agamanya masing- 

masing (pasal 29 ayat 2) 


Kewajiban Warga Negara 

1. Menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusiaan 
dan keadilan (Alinea 1, 
Pembukaan UUD 1945) 

2. Menghargai nilai-nilai 
persatuan, kemerdekaan 
dan kedaulatan bangsa 

3. Menjunjung tinggi dan 
setia kepada konstitusi 
negara dan dasar negara 
(Alinea IV, Pembukaan 
UUD 1945) 

4. Setia membayar pajak 
untuk negara (Pasal 23 
Ayat 2) 

5. Wajib menjunjung 

tinggi hukum dan 
pemerintahan dengan 
tidak ada kecualinya 
(pasal 27 Ayat 1) 

6. Wajib ikut serta dalam 
upaya pembelaan negara 
asal (pasal 27 Ayat 3) 

7. Wajib tunduk kepada 

pembatasan yang 

ditetapkan dengan 

undang-undang (pasal 
28j Ayat 2), dan 

8. Wajib ikut serta dalam 
usaha pertahanan dan 
keamanan negara (Pasal 
30 Ayat 1) 







8. Ikut serta dalam 

pertahanan dan 

keamanan negara (pasal 
30 ayat 1) 

9. Mendapat pengajaran 
(pasal 31) 

10. Mengembangkan 
kebudayaan nasional 
(pasal 32) 

11. Mengembangkan 

usaha-usaha dalam 

bidang ekonomi (Pasal 
33) 

12. Memperoleh jaminan 
pemeliharaan sebagai 
fakir miskin, fasilitas 
kesehatan, dan fasilitas 
umum serta dari 
pemerintah. 


9. Ikut dalam pendidikan 
dasar dalam rangka 
mencerdaskan 
kehidupan bangsa 

10. Pelaksanaan 

perekonomian 
berdasarkan prinsip 
kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, 
berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, 
kemandirian serta 

menjaga keseimbangan, 
kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional. 


Selanjutnya dalam pelaksanaannya dijabarkan 
dalam peraturan perundangan lebih lanjut. Pelaksanaan 
hak oleh setiap warga negara hendaknya tidak 
mengalahkan kepentingan bersama. Hal itu dikarenakan 
manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga sebagai 
makhluk sosial yang harus juga memperhatikan 
kepentingan atau hak orang lain. Selain itu, setiap orang 
juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara. 
Pelaksanaan hak dan kewajiban hendaknya dijalankan 
secara selaras, serasi dan seimbang sehingga tercipta 
kehidupan yang harmonis, tertib, dan diatur dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 



d) Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warga 
Negara dalam Kehidupan 

Perwujudan pelaksanaan kedudukan warga negara 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara sudah merupakan pelaksanaan HAM bagi 
bangsa yang merdeka dan demokratis. 

Hak tersebut bagi bangsa Indonesia telah 
ditegaskan dalam UUD 1945. 

Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara. 

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 



(3) Setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda 
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan 
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari 
negara lain. 

Pasal 28H 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. 

(2) Setiap orang berhak mendapat kemerdekaan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan. 

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermanfaat. 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak untuk pribadi 
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewang-wenang oleh siapa pun. 

Pasal 281 



(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di dalam hukum, dan untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apa pun. 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif itu. 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban. 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah. 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 
pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Rangkuman 

Penerapan prinsip persamaan kedudukan warga 
negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 juga 
telah sesuai dengan ajaran Pancasila, terutama yang 
mengajarkan antara lain bahwa : 

a) Tidak memaksakan suatu agama dan 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
kepada orang lain. 



b) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai 
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa. 

c) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, 
dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa 
membeda-bedakan suku, keturunan, agama, 
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, 
warna kulit, dan sebagainya. 

d) Mengembangkan seikap tidak semena-mena 
kepada orang lain 

e) Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap 
manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak 
dan kewajiban yang sama. 

f) Menjaga keseimbangan antara hak dan 
kewajiban. 

g) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha- 
usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang 
lain. 

4. Tugas 

Setelah mempelajari modul pembelajaran 2 maka 
mahasiswa untuk melaksanakan diskusi kelas 
dengan membuat kelompok (jumlah kelompok 
sesuai dengan jumlah tugas) dan sesuai tugas : 

a. Membuat peta konsep tentang cakupan 
siapa warganegara dalam perkembangan 
sejarah kewarganegaraan di Indonesia 

b. Membuat laporan observasi dan wawancara 
masalah kasus tata cara pewarganegaraan di 
kanwil kementrian hokum dan HAM setempat. 

c. Membuat laporan wawancara dan observasi 
dokumen tentang tugas dan wewenang 



DUKCAPIL di wilayah setempat. 

d. Melakukan pelacakan dokumen dan 

menyusunnya dalam laporan/artikel tentang 
pelanggaran peraturan perundang-undangan 
yang menyangkut masalah kewarganegaraan. 

5. Tes 

Petunjuk : jawablah pertanyaan atau pernyataan 

berikut: 

a. Jelaskan sejarah perkembangan sejarah 
kewarganegaraan pada masa sebelum 
kemerdekaan! 

b. Jelaskan azas-azas kewarganegaraan yang 

berlaku dalam undang-undang 

kewarganegaraan setelah reformasi! 

c. Analisis masalah kewarganegaraan 
terutama hak dasar identitas! 

d. Bagaimana penanganan kasus-kasus 
pelanggaran perundangan kewarganegaraan 
di Indonesia? 

e. Bagaimana seseorang bias kehilangan status 
kewarganegaran ? 

f. Bagaimana tata cara memperoleh kembali 
kewarganegaran Indonesia? 



c. Pembelajaran 3 

1. Tujuan 

Setelah mempelajari modul pembelajaran 3 
diharapkan mahasiswa mampu : 

a. Menjelaskan Teori Hubungan Warganegara Dengan 
Negara 

b. Menganalisis Hubungan Warganegara dengan 
Negara yang Berkembang di Indonesia 

c. Menjelaskan Asas, Sifat dan Wujud Hubungan 
Warganegara Dengan Negara 



d. Menganalisis Wujud Hubungan Warganegara 

Dengan Negara. 

2. Uraian Materi 

a. Teori Hubungan Warganegara Dengan 

Negara 

Mengkaji tentang hubungan warganegara dengan 
pemerintah dapat dilacak dari teori-teori hubungan 
masyarakat dengan negara. Paling tidak dikenal dua 
teori umum untuk menggambarkan hubungan tersebut. 
Kedua teori tersebut, untuk menjelaskan masalah apakah 
negara itu otonom, atau berpihak kepada siapakah 
negara itu? 

Mengenai penjelasan apakah negara itu otonom, 
atau dikontrol oleh masyarakat, Cholisin (2000:32) 
menjelaskannya berangkat dari konsep dominasi dan 
hegemoni. Dominasi dan hegemoni keduanya merupakan 
bentuk kontrol politik. Perbedaannya terletak pada cara 
yang digunakan. Dinyatakan sebagai dominasi apabila 
cara yang dilakukan lebih menekankan pada pemaksaan, 
sedangkan dikatakan sebagai hegemoni, apabila cara 
yang dilakukan adalah kontrol ideologi. 

Pendapat lain, membedakan konsep dominasi dan 
hegemoni, bukan pada aspek cara tetapi pada aspek 
kehidupan yang dikontrol. Jika aspek kehidupan politik 
dan ekonomi yang dikontrol, maka istilah yang tepat 
untuk itu adalah dominasi. Sedangkan untuk kontrol 
bidang ideologi, istilah yang tepat digunakan adalah 
hegemoni. Kedua pandangan tampak sepakat bahwa 
istilah hegemoni, digunakan untuk kontrol ideologi. 



Contoh dominasi negara atau masyarakat/warga 
negara : pada rezim Orba terjadi kasus penggunaan 
dana JAMSOSTEK untuk membiayai pembuatan UU 
ketenagakerjaan, begitu diambil alih oleh presiden dari 
Menaker masyarakat tidak berani lagi 
mempermasalahkannya. Meskipun kebijakan itu, 
sebenarnya menyimpang, karena alokasinya mestinya 
untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, bukan 
untuk kesejahteraan pembuat UU (Pemerintah dan DPR). 
Karena untuk keperluan membuat UU, sebenaranya 
telah ada alokasi anggaran tersendiri. 

Contoh hegemoni rezim Orba terhadap masyarakat. 
Mass-media, baik elektronik maupun non elektronik di 
samping ada keharusan meriley berita berita resmi dari 
negara, acara-acara kenegaraan, atau peristiwa yang 
lain, juga masih dikontrol secara ketat oleh lembaga 
sensor. Menurut Parni Hardi selama beberapa bulan R. 
Hartono menjadi Menpen, paling tidak sekitar 14 harian 
yang sudah diperingatkan. Hal itu, sejalan karena masa 
itu pemerintah menilai berita-berita mengenai krisis 
moneter lewat mass-media, dinilai merupakan salah satu 
faktor pemicu berbagai kerusuhan. Tokoh-tokoh 
masyarakat pun, sudah diperingatkan oleh pemerintah 
bahwa pandangannya yang dinilai berlindung di bawah 
demokrasi, sesungguhnya merupakan usaha untuk 
memenuhi kepentingannya lewat mempengaruhi 
berbagai gerakan dalam masyarakat karena lewat jalur 
konstitusional, merela telah gagal. Larangan 
dimaksudkan untuk mencegah terbentuknya pemikiran 
atau pandangan yang tidak sejalan dengan pemikiran 
rezim Orba, sebab rezim Orba pemikiran atau 



pandangan pemerintahlah yang benar dan harus dianut 
masyarakat/warga negara. 

Teori Otonomi Relatif 

Tentang otonomi negara, Gramsci menyatakan 
bahwa negara dan masyarakat masing-masing memiliki 
otonomi yang bersifat relatif. Interaksi antara negara 
dengan masyarakat sendiri bersifat hegemonik dan 
berada dalam kerangka proses dialektika yang 
berlangsung terus menerus. Konsekuensi dari pendapat 
ini maka format hubungan antara warga 
negara/masyarakat yang memenangkan hegemoni 
terhadap masyarakat, dan waktu yang lain masyarakt 
yang memenangkan hegemoni terhadap negara. 

Mengenai negara berpihak kepada siapa?. Arif 
Budiman (1997; 5661), dalam menjawab pertanyaan 
tersebut mengajukan tiga teori, yaitu: teori Marxis, teori 
pluralis dan teori organis. Kemudian berkembang teori 
elite keukasaan sebagai kritik terhadap teori pluralis, 
penjelasan masing-masing teori sebagai berikut. 

Teori Marxis 

Menurut teori Marxis, negara hanyalah sebuah 
panitia yang mengelola kepentingan kaumborjuis. ini 
berarti sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. 
Kekuasan nyata ada pada kelompok atau kelas yang 
dominan dalam masyarakat tersebut. Kelompok ini 
adalah kaum borjuis dalam sitem kapitalis, kaum 
bangsawan dalam sistem feodal, kaum buruh dalam 
sistem sosialis. Negara hanya sekedar alat dari kelas- 
kelas tersebut. 



Ralf Dahrendorff (dalam Margaret M. Paloma, 
1994:133) yang merupakan salah satu tokoh teori konflik 
non Marxian, mengkritik pendapat Marx tersebut. 
Menurut Dahrendorf, bahwa kaum borjuis dalam 
masyarakat kapitalis dewasa ini {postcapitalism), tidak 
lagi menjadi kelompok dominan. Sebab sebagai akibat 
perubahan sosial, telah terjadi proses dekomposisi modal 
dan tenaga kerja. Dan dekomposisi ini, melahirkan apa 
yang dikenal dengan kelas menegah, dan hal ini tidak 
pernah diperkirakan oleh Marx. Dahrendorf, menyatakan 
bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai 
pengganti konsepsi pemilihan sarana produksi Marx 
sebagai dasar perbedaan kelas itu, menurut Dahrendorf, 
hubungan-hubungan kekuasaan (authority) yang 
menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur- 
unsur bagi kelahiran kelas. Dengan demikian pada 
dasrnya, tetap terdapat dua sistem kelas sosial (dalam 
perkumpulan khusus) yaitu, mereka yang berperan serta 
dalam struktur kekuasaan melaui penguasaan dan 
mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan. 
Oleh karena itu, perjuangan kelas yang dibahas 
Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan daripada 
pemilihan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat 
industri modern. Pemilikan sarana produksi tidak 
sepenting mereka yang melaksanakan pengendalian 
atas sarana itu. 

Teori Pluralis 

Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan 
alat dari masyarakat. Inilah kekuatan eksternal yang 



mengatur negara. Menurut kaum pluralis, dalam 
masyarakat dalam masyarakat pada banyak kelompok 
yang berbeda kepentingan yang beragam ini, melakukan 
kompromi. Arif Budiman (1997) memberikan contoh 
sebagai berikut. Misalnya, kaum pengusaha 
menginginkan pajak yang ringan. Sedangkan kaum 
pekerja menginginkan pajak yang tinggi bagi orang yang 
kaya, supaya negara bisa membiayai proyek-proyek 
sosialnya. Kemudian ada lagi kelompok imigran yang 
menginginkan supaya proyek-proyek sosial bisa 
membantu mereka juga. Semua kepentingan itu, harus 
dikompromikan. Politikuslah yang bisa membuat formula 
dimana kepentingan sebagian besar masyarakat 
terpenuhi, dialah yang mendapatkan kepercayaan untuk 
memimpin negara. Dialah yang menjadi dominan, karena 
bisa mengkompromikan berbagai kepentingan kelompok 
yang ada dimasyarakat. 

Teori Organis 

Ketiga, adalah teori Organis. Teori ini, bersumber 
pada pandangan Hegel yang menyatakan bahwa negara 
bukan merupakan alat dari masyarakatnya. Negara 
merupakan alat dari drinya sendiri. Negara mempunyai 
misinya sendiri, yakni misi sejara untuk menciptakan 
masyarakat yang lebih baik daripada asa sekarang. 
Karena itulah, negara harus dipatuhi oleh warganya, 
bukan sebaliknya. Sebagai lembaga diatas masyarakat, 
negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat 
secara keseluruhan. Pandangan ini, merupakan dasar 



bagi terbentuknya negara-negara kuat yang seringkali 
bersifat otoriter, bahkan totaliter 

Teori Elite Kekuasaan 

Kaum pluralis mendapat kritik dari C. Right Mills 
(Paloma, 1994:324). Mills melihat, bahwa elit kekuasaan 
sebagai suatu kelas soaisla dari orang-orang yang 
memiliki asal-usul dan pendidikan yang sama, yang 
memiliki dasar-dasar sosial dan psikologis yang 
menyatukan mereka atas kenyataan bahwa mereka 
adalah tipe sosial yang serupa yang menjurus pada fakta 
kemudahan saling berbaur. Mills mengakui bahwa 
tesisnya tidak berlaku untuk semua tahap sejarah, akan 
tetapi yakin bahwa tesis tersebut tepat untuk abad kedua 
puluh yang menyaksikan perkembangan elit kekuasaan 
yang terpusat dan belum pernah terjadi di masa silam. 
Mills, menyatakan bahwa kekuasaan nasional utama yang 
mengambil keputusan-keputusan penting terletak di 
tangan para pemimpin bisnis raksasa, pemimpin politik, 
dan pemimpin militer. 

Pandangan Mills tersebut, kemudian dikembangkan 
dalam Teori Elite Kekuasaan. Teori ini pada dasarnya 
mengatakan bahwa meskipun masyarakat terdiri dari 
bermacam-macam kelompok yang pluralistis, tetapi 
dalam kenyataannya kelompok elite penguasa datang 
hanya dari kelompok masyarakat tertentu . secara 
hukum semua orang memang bisa menempati jabatan 
negara, jabatan militer atau posisi bisnis kias atas. Tetapi 
dalam kenyataan, jabatan-jabatan itu diduduki oleh 



orang-orang dari kelompok tertentu tersebut (Budiman, 
1997:62). 

Jika diperhatikan, maka pengetrapan teori-teori 
tersebut akan menghasilkan tipe negara pluralis, negara 
Marxis dan negara Organis. Dalam hal ini Ramlan 
Surbakti (dalam Miriam Budiharjo dan Tri Nuke 
Pudjiastuti (penyunting), 1996:28) menyatakan, baik tipe 
negara pluralis maupun Marxis menempatkan negara 
sebagai tak memiliki kemandirian karena ditentukan oleh 
berbagai kelompok kepentingan yang bersaing (pluralis) 
dan karena didikte kelas yang memiliki sarana dan alat 
produksi (Marxis). Kalau pluralisme menganggap 
persaingan antara aktor politik akan dapat mewujudkan 
kepentingan umum, maka Marxisme memandang 
kepentingan umum tak akan dapat diwujudkan oleh kelas 
pemilik sarana produksi. 

Kemudian jika dianalisis hubungan masyarakat 
dengan negara dan persepektif teori-teori tersebut, 
dapat digambarkan sebagai berikut. 

Pengetrapan setiap teori akan menghasilkan 
konsekuensi hubungan yang berbeda-beda. Misalnya jika 
negara yang memenangkan hegemoni atas masyarakat 
atau memiliki otonomi yang mutlak maka akan 
menimbulkan kehidupan politik yang tidak demokratis 
dan tentunya mudah sekali terjadi penindasan penguasa 
terhadap warga negara. Sebaliknya apabila negara tidak 
memiliki otonomi atau masyarakat yang memiliki 
hegemoni terhadap negara maka nasib negara semata- 
mata hanya sebagai alat kepentingan bagi kelompok 
kelompok tertentu saja dalam masyarakat yang 
memenangkan pertarungan kepentingan diantara 



mereka. Dalam banyak kondisi yang demikian maka 
dapat dipastikan bahwa rakyat banyak pada umumnya 
lemah akan sulit untuk memperoleh pemenuhan 
kepentingan-kepentingan mereka, baik kepentingan 
ekonomi, politik, keamanan dan kepentingan yang lain 
karena negara tidak memiliki kemampuan 
mengendalikan kelompok-kelompok masyarakat yang 
menang tersebut yang pada dasarnya merupakan Elite 
Kekuasaan (politik). Atas dasar pemikiran ini kiranya 
falsafah keseimbangan antara otonomi pemerintah 
dengan warga negara perlu dikembangkan untuk 
menghindari akibat negatif yang dapat ditimbulkan 
karena ketimpangan otonomi antara sektor negara 
dengan sektor masyarakat. 

Pandangan Hubungan Warganegara dengan 
Negara yang Berkembang di Indonesia 

Bagaimana pandangan bapak pendiri negara 
proklamasi Republik Indonesia tentang ide dasar 
pendirian negara? Hal ini antara lain dapat dikaji dari 
pendapat Soekarno, Mohammad Hatta dan Soepomo. 

Soekarno dalam pidato 1 Juni 1445 menyatakan: 
Negara Indonesia yang kita didirikan haruslah negara 
gotong-royong. Alangkah hebatnya! Negara gototong- 
royong! (Hadjoen, 1978:91). Sedangkan Mohammad 
Hatta dalam tanggapanya tentang dimasukkannya hak- 
hak asasi dalam UUD menyatakan "kita menghendaki 
negara pengurus, kita membangun masyarakat baru 
yang berdasarkan kepada gotong-royong (Hadjoen, 1978 
: 85). 

Soepomo dalam sidang BPUPKI (31 Mei 1945) 
menunjukan tiga pilihan ideologi yaitu : (1) paham 



individualisme, (2) paham kolektivisme, dan (3) paham 
integralistik, beliau dengan sangat menyakinkan menolak 
paham individualisme dan kolektivisme dan menyarankan 
paham integralistik, yang dinilai lebih sesuai dengan 
semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah 
pedesaan kita (Soeprapto, 1990 : 23). 

Tentang teori integralistik Soepomo menyatakan 
"negara merupakan suatu susunan masyarakat yang 
integral, segala golongan, segala bagian, segala 
anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan 
merupakan persatuan masyarakat organis" (Hadjoen, 
1987:92). Pandangan Soepomo ini, tampak tidak banyak 
berbeda dengan teori integralistik yang diajarkan oleh 
Spinoza, Adam Muller, Hegel dan lain-lain (abad 18 dan 
19). Menurut pikiran ini, negara ialah tidak untuk 
menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan 
tetapi menjamin kepentingan seseorang atau golongan, 
akan tetapi menjamin kepentingan rakyat seluruhnya 
sebagai persatuan. Negara ialah suatu masyarakat yang 
integral, segala golongan, segala bagian, segala 
anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan 
merupakan persatuan masyarakat yang organis (Padmo 
Wahjono, 1989:101). 

Teori integralistik yang dikemukakan Soepomo di 
atas, sering dikritik bersumber pada pandangan Spinoza 
dan Hegel yang bersumebr pada paham kolektivisme 
yang otoriter totaliter. Namun Padmo Wahjono 
menyangkal pendapat ini. Menurut Padmo Wahjono : 
bahwa integralistik Indonesia tidak sama dengan 
integralistik Jerman atau kolektivisme di Rusia, apalagi 
dengan individualisme di Eropa Barat dan Amerika 



Serikat, melainkan suatu cara pandang integralistik yang 
tidak menghendaki Negara Kekuasaan dimana pada 
rakyatnya masih dihargai hak untuk berserikat dan 
berkumpul dan menyatakan pendapat atau kemerdekaan 
untuk berpikir (1989:105). Padmo Wahjono, menunjuk 
adanya perbedaan cara pandang integralistik Indonesia 
masih menjamin hak dan kewajiban warga negara 
sebagaimana tercantum dalam pasal 27 s/d. 34 UUD 
1945. dalam menjelaskan UUD 1945 dinyatakan bahwa : 
pasal-pasal baik yang hanya mengenai warga negara 
maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat 
hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang 
bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan 
keadilan sosial dan perikemanusiaan. 

Meskipun Padmo Wahjono, menyangkal unsur ajaran 
Hegel dari paham integralistik Supomo, tetap lewat 
kajian yang mendalam (disertasi) Marsilam Simajuntak 
(1994) membuktikan bahwa pemikiran integralistik 
Soepomo dalam keutuhannya terkandung juga unsur 
ajaran Hegel, yang tidak mengakui adanya kedaulatan 
rakyat. Hal ini tertolak dan terpatahkan oleh UUD 1945 
yang menganut asas kedaulatan rakyat, menganut 
negara republik, dan adanya jaminan hak-hak dasar 
negara dalam konstitusi. 

Pada masa rezim Orba pandangan negara 
integralistik dipopulerkan kembali. Meskpun Soepomo 
(Adnan Buyung Nasution 1995 : 426) sendiri telah 
meninggalkan pikiran negara persatuan (negara yang 
menyatu dengan masyarakat sebagai satu kesatuan yang 
menyeluruh) atau negara kekeluargaan (fanstate) ketika 
dia terlbat dalam penyusunan UUD 1949 dan juga ketika 



memimpin Panitia Perancang UUD 1950 dengan tugas 
memasukan esensi dari UUD yang baru. Diduga bahwa 
waktu itu Soepomo telah belajar dari pengalaman selama 
adanya negara Indonesia bahwa penyalagunaan 
kekuasaan dan penyelenggaraan terhadap HAM ternyata 
dapat juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri. 
Tampaknya rezim Orba tidak belajar dari sejarah oleh 
karena itu dengan hegemoninya menanamkan paham 
negara integralistik (organis) pada masyarakat dan 
hasilnya menghasilkan rezim Orba yang otoriter karena 
memang negara integralistik itu mengarah pada 
pemerintahan otoriter, bahkan totaliter. 

Ada pandangan lain yaitu dari Notonagoro seorang 
tokoh filsafat Pancasila yang menyatakan : Bahwa 
Negara kita bukan individualistis dan bukan negara 
organis atau kolektif akan tetapi yang mengandung sifat 
kedua duanya dalam keseimbangan yang harmonis yang 
dengan istilah kita merupakan negara kekeluargaan, 
negara gotong-royong dan dengan istilah ilmiah Negara 
Monodualis (1971. : 45). 

Menurut Cholisin (2000:37) dengan memperhatikan 
berbagai teori hubungan warga negara dengan negara 
tersebut maka kecendrungannya secara teoritik sebagai 
negara demokrasi negara kita lebih dekat pada teori 
pluralis (negara tidak otonom). Namun teori yang 
dipertahankan selama rezim Orba adalah teori organis 
(negara bersifat otonom), yang dalam prakteknya 
melahirkan rezim otoriter Orba yang didominasi oleh 
Soeharto dan kroninya (negara tidak otonom karena 
dikuasai oleh elite politik tertentu terutama militer). Oleh 
karena itu, rezim Orba dikenal sebagai OB (Otoriterisme 



Birokratik) (Mohtar Mas" oed, 1994:82) yang 
digambarkan sebagai berikut. (1) Pemerintah dipegang 
oleh militer, tidak sebagai pribadi, melainkan sebagai 
lembaga, berkolaborasi dengan tenokrat sipil; (2) 
Pemerintah itu didukung oleh usahawan oligopolistik, 
yang bersama negara bekerjasama dengan kapitalis 
internasional; (3) Pengambilan keputusan dalam rezim 
otoriter birokratik bersifat teknokratik birokratik, bukan 
melalui pendekatan politik dalam pembuatan 
kebijakasaan yang memerlukan suatu proses bargainning 
yang lama diantara berbagai kelompok kepentingan; (4) 
Massa dimobilisasikan; dan (5) Untuk mengendalikan 
oposisi, pemerintah melakukan tindakan represif. 

Asas, Sifat dan Wujud Hubungan Warganegara 
Dengan Negara 

Negara proklamasi yang dimaksud adalah negara 
yang berpemerintahan demokratis yang berdasarkan 
hukum dengan bersendikan pancasila. Istilah ini dapat 
disimak dari teks proklamasi, pembukaan UUD 1945 
alenia III dan IV. Dalam teks proklamasi, kemerdekaan 
yang dinyatakan bukan atas nama golongan atau 
kelompok tetapi Soekarno-Hatta menyatakan atas nama 
bangsa Indonesia. Ini mengisyaratkan rakyatlah yang 
mendirikan negara. Pernyataan ini ditegaskan lagi dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea III maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan pada 
Pembukaan UUD 1945 alinea IV, antara lain 

dinyatakan. maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan itu dalam suatu undang-undang Dasar 
negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan 
negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 




kepada : Ketuhahan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan 
yang dpimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". 

Dalam praktek pemerintahlah yang melaksanakan 
hubungan dengan warga negara yang pada dasarnya 
dalam rangka meaksanakan tugas-tugas negara di dalam 
mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara adalah 
merupakan tujuan dar rakyat/warga negara. Karena 
negara uitu alat dari sekumpulan manusia, yang 
merupakan rakyat negara itu utuk mencapai tujuan, 
yaitu yang disebut tujuan negara. Usaha untuk mencapai 
tujuan bernegara itu diserhakan kepada pemerintah 
(Nasroen, 1986 : 35). 

Pemerintah sebagai pelaksana hubungan dengan 
warga negara dapat dalam arti luas atau dalam arti 
sempit. Dalam arti luas yang dimaksud dengan 
pemerintah mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Sedangkan dalam arti sempit, yang dimaksud hanya 
terbatas pada eksekutif saja. Dalam UUD 1945 yang 
dimaksud pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh 
wakil presiden dan Menteri-menteri. 


Adapaun asas-asas yang diatur UUD 1945 adalah : 

1. Asas Pancasila 

2. S as Kekeluargaan 

3. Asas Kedaulatan Rakyat 

4. Asas Pembagian Kekuasaan 

5. Asas negara Hukum 



(Moh. Kusnardi & Hemaily Ibrahim, 1983 : 101-105) 

Asas tersebut, menjadi dasar bagi penyelenggaraan 
kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945 yang 
secara garis besar mencakup penyelenggaraan 
kehidupan negara (kehidupan politik) dan 
penyelenggaraan kegiatan sosial (Padmo Wahjono, 1983 : 
1F7). Berarti juga menjadi asas dalam hubungan warga 
negara dengan negara. Atau acuan penyelenggaraan 
negara yang secara eksplisit memperlihatkan hubungan 
warga negara dengan negara terdapat pada 2 bagian 
pokok batang tubuh UUD 1945, yaitu 

a. Sistem negara yang terbagi: 

§ 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara 
§ Kelembagaan negara 

b. Hubungan negara dengan warga negara dan penduduk 
RI, memuat konsepsi negara di bidang politik, ekonomis 
SOSBUD dan HANKAM (Suntjojo, 1989: 14). 

Asas yang dianut dalam penyelenggaraan kehidupan 
negara sering menjadi perdebatan adalah asas 
kekeluargaan. Perdebatan itu berkisar pada 
kekhawatiran akan menimbukan budaya paternalistik, 
atau penafsiran demi menjaga keharmonisan hubungan, 
maka prinsip demokrasi dan hukum dikesampingkan, 
atau membawa dampak lain yaitu nepotisme. Oleh 
karena itu, penerapan asas kekeluargaan dalam 
penyelenggaraan negara atau hubungan warga negara 
dengan negara tidak dibenarkan bertentangan dengan 
asas yang lain. 

Mengenai unsur-unsur dalam jiwa kekeluargaan 
menurut I Gusti Ketut Sutha dalam tulisannya berjudul 
Jiwa Kekeluargaan dalam Hukum Adat dan 



Pembangunan telah membuat rangkuman sebagai 
berikut. 

.....jiwa kekluargaan yang terkandung dalam suatu 
kesatuan sosial dapat ditarik garis-garis besarnya antara 
lain : 

1. Adanya bermacam-macam perasaan yang 
merupakan dasar pengikat kesatuan sosial seperti rasa 
cinta, kasih sayang, simpati dan lain-lain. 

2. Rasa solidaritas yang kuat dengan jiwa saling asah, 
saling asuh, saling asih baik ke dalam maupun keluar. 

3. Rasa kebersamaan (komunal) yang kuat, di mana 
kesatuan kemasyarakatanlah yang primair, sedangkan 
individu yang merupakan anggota kesatuan sosialnya 
adalah sekundair. 

4. Adanya suasana bebas terikat ibarat manik ring 
cucupu 

5. Semuanya itu adalah untuk mencapai 
keseimbangan/keharmonisan/ keserasian dalam hidup 
dan kehidupan di dalam lingkungan kesatuan sosial 
yang bersangkutan (Hadjoen, 1987 : 87). 

Berdasarkan rangkuman tentang jiwa kekeluargaan 
seperti telah disebutkan tersebut maka dapat dinyatakan 
bahwa dalam hubungan warga negara dengan 
pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan 
bernegara yang berasaskan kekeluargaan, kedua belah 
pihak akan senantiasa mencari keharmonisan jika terjadi 
konflik maka penyelesaiannya pun terutama untuk 
mewujudkan keseimbangan yang telah hilang sehingga 
akan terjadi kerukunan kembali antara warga negara 
dan pemerintah. 

Sifat hubungan warga negara dengan Negara 




Ikatan atau hubungan antara warga negara dengan 
negara/pemerintah dapat dilihat dari perspektif hukum, 
politik, kesusilaan dan kebudayaan. Sebagaimana 
dinyatakan Kuncoro Purbopranoto "dalam meninjau 
hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan 
untuk menilai tindakan pemerintah terhadap penduduk 
itu, tidak cukup kiranya kita mempergunakan norma- 
norma zakelijk-juridish dan hanya mengemukakan 
hukum idoelmatig) saja akan tetapi pada hemat kami 
perlu pertimbangan juga hal-hal yang patut dan selaras 
dalam pandangan masyarakat" (kuntjoro, 1977 : 9). 

Penglihatan dari perspektif hukum berdasarkan dari 
konsepsi bahwa "warga negara adalah seluruh individu 
yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara" 
(Isjwara, 1980 : 99). Dari pespektif politik didasarkan 
dari konsep yang diajukan Manohar R. Wadwhani (1972) 
yang menyatakan "seorang warga negara adalah 
seorang individu yang bebas yang merupakan seorang 
anggota suatu masyarakat politik (negara) yang 
mempunyai bentuk pemerintah juga diperintah. Dengan 
demikian maka sifat hubungan warga negara dapat 
bersifat hukum dan bersifat politik Uraian masing-masing 
sebagai berikut: 

a. Hubungan yang Bersifa t Hukum 

Hubungan terbedakan dalam : (a) hubungan 
sederajat dan hubungan tidak sederajat; (b) hubungan 
timbal balik dan timbang-timpang (Soerjono Soekanto 
dan Purwadi Purbacaraka, 1989 : 43). 

Mengenai hubungan hukum antara warga negara 
dengan pemerintah yang bersifat sederajat atau tidak 



sederajat ada berbagai pendapat : dalam hubungan 
hukum dengan warga negara itu pemerintah hanya 
dapat mempunyai kedudukan yang tak kesamaan 
artinya yang melebihi yakni “Hef atau yang 
dipertuan. Pihak yang lain terutama di bawah anjuran 
teori Krabbe tentang " Pechtssouveranitat’ 
berpendapat bahwa semua subyek hukum itu adalah 
sama derajatnya begitu juga negara (Kuntjoro, 1977 : 
4). 

Untuk hubungan hukum antar warga negara 
dengan pemerintah yang berasaskan kekeluargaan 
yang cocok adalah sederajat. Pendapat ini didasarkan 
pada pernyataan Kuntjoro Purbopranoto : antara 
“gouvernants” dan gouvemies” atau antara yang 
memerintah dan yang diperintah itu dalam sistem 
pemerintahan kita tidak lagi merupakan perbedaanb 
sifat atau hakekat melainkan perbedaan fungsi, yang 
pada hakekatnya dapat disatukan (Kuntjorom, 1977 : 
18). Warga negara dan pemerinah keduanya 
merupakan komponen negara yang hakekatnya 
berwujud manusia, oleh karena itu keduanya sudah 
seharusnya merupakan suatu kesatuan di dalam 
mewujudkan kehidupan negara yang manusiawi atau 
perpihak kepada manusia. Memang antara keduanya 
dilihat dari segi fungsi berbeda, pemerintah berfungsi 
sebagai yang memerintah dan warga negara sebagai 
yang diperintah. Perbedaan fungsi adalah perbedaan 
tugas, kedua fungsi sama pentingnya dalam kehidupan 
bernegara atau bersifat saling menunjang, maka tidak 
selayaknya jika dipandang tidak sederajat. Di samping 
ke tidak sederajatan antara keduanya, dapat berakibat 



mempersulit hubungan yang harmonis, pasti pihak 
yang diletakkan pada posisi yang lebih tinggi ada 
kecenderungan mendominasi yang lebih rendah 
sehingga sulitlah kiranya keadilan dapat diwujudkan 
dalam kondisi ketidak sederajatan ini. Begitu pula 
hubungan hukum antara warga negara yang 
berasaskan kekeluargaan bersifat timbal balik 
(masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban) 
akan dapat diwujudkan dalam kondisi keselarasan 
antara warga negara dengan pemerintah. 

Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik, 
adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara 
hukum Pancasila, yang meliputi: 

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan 
rakyat berdasarkan asas kerukunan; 

b. Hubungan fungsional yang proporsional antara 
kekuasaan lembaga negara; 

c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah 
dan peradilan merupakan sarana terakhir. 

Oleh karena itu, sifat hubungan hukum antara 
warga negara dengan pemerintah di Indonesia dapat 
diformulasikan sebagai hubungan hukum yang bersifat 
sederajat, timbal-balik dan yang menyeimbangkan 
antara hak dan kewajiban. Di dalam pelaksanaan 
hubungan hukum terebut harus disesuaikan juga 
dengan tujuan hukum di negara pancasila yaitu 
"memelihara dan mengembangkan budi pekerti 
kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Lili Rasjidi 
dan Arief Sidharta, 1988 : 172). 
b. Hub un ganyan g Bersifa t Poli tik 



Isjwara memberikan batasan politik "adalah 
perjuangan memperoleh kekuasaan, atau teknik 
menjalankan kekuasaan atau masalah pelaksanaan dan 
kontrol kekuasaan atau pembentuk dan penggunaan 
kekuasaan" (1980 : 43). Sedangkan kekuasaan adalah 
"kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk 
mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain 
sesuai dengan kemampuan dari pelaku" (Miriam 
Budiardjo, 1977 : 10). Hakekat politik adalah 

kekuasaan atau power. Tetapi tidak semua kekuasaan 
adalan kekuasaan politik. Kekuasaan politik memiliki 
karakteristik yang membedakannya dengan kekuasaan 
sosial, yaitu selalu terarah pada negara dan untuk 
berlakunya dapat dipaksakan. Ossip K. Flechtheim 
membedakan kekuasaan politik menjadi dua macam, 
yaitu : (1) bagian dari kekuasaan sosial yang terwujud 
dalam negara/kekuasaan negara atau State power 
seperti lembaga pemerintah, DPR, Presiden (2) Bagian 
kekuasaan sosial yang ditujuakn kepada negara" 
(Soelistyani Ismail Gani, 1984 : 14). Dari pembedaan 
ini dapat dinyatakan bahwa kekuasaan politik warga 
negara adalah termasuk jenis yang kedua sedangkan 
kekuasaan politik pemerintah merupakan jenis yang 
pertama. 

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga 
negara terhadap pemerintah atau negara pada 
dasarnya dalam rangkan untuk mempengaruhi 
pemerintah, agar kepentingan-kepentingannya yang 
berupa nilai-nilai politik dapat dipenuhi oleh 
pemerintah. Nilai-nilai politik tersebut menurut Kari W. 
Deutshm meliputi: 



1. Nilai pertama dan paling utama adalah kekuasaan. 

2. Kekayaan 

3. Pendidikan 

4. Keterampilan 

5. Kesehatan 

6. Respek 

7. Afeksi 

8. Kebajikan (kebenaran dan keadilan) ditambah 
dengan dua nilai dibutuhkan untuk menikmati nilai- 
nilai lain yaitu : 

9. Kebebasab 

10. Keamanan (Andre Bayo Ala, 1985 : 30). 

Adapun bentuk kegiatan politik (peran poliik) 
warga negara untuk memperoleh nilai-nilai politik 
tersebut dapat dalam bentuk partisipasi 
(mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan) dan dalam 
bentuk Subjek (terlibat dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan), misalnya : menerima peraturan, 
memberi sumber daya, menerima sumber daya, 
menerima simbol. 

Bentuk hubungan politik antara warga negara 
dengan pemerintah "bisa berbentuk kooperasi 
(kerjasama saling menguntungkan dan kedudukan 
masing-masing adalah sejajar), bisa kooperatif dan 
bisa pula paternalistik (negara sebagai patron dan 
kelompok sosial rekanan koalisasinya menjadi Client). 
Bentuk hubungan politik yang berasaskan 
kekeluargaan yang paling tepat atau cocok tentunya 
yang berbentuk kooperasi karena akan menunjang 
terwujudnya hubungabn politik yang harmonis antara 
warga negara dengan pemerintah. Dalam konteks ini 



Kuntjoro memberikan gambaran sebagai berikut" 
hubungan antara pemimpin negara dengan rakyat 
atau lebih khusus antara pamong dengan penduduk, 
hubungan mana sifatnya timbal balik dalam arti 
konstruktif, atau hubungan yang sifatnya saling 
membantu dan mengawasi, atu yang dapat diistilahkan 
satu hubungan mong-kinemong (Kuntiorom 1977 : 10). 

Berdasarkan pendapat tentang hubungan warga 
negara dengan pemerintah tersebut, maka dapat 
dinyatakan sifat hubungan politik antara warga negara 
dengan pemerintah di Indonesia yang berasaskan 
kekeluargaan adalah hubungan yang bersifat 
kooperasi, saling membantu dan mengawasi atau 
mong-kinemong. Karena hubungan yang demikian 
akan membawa kerukunan dalam hubungan politik 
antara warga negara dengan pemerintah baik secara 
perorangan maupun dalam bentik kolektif, dan akan 
dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan 
politik secara musyawarah mufakat. Sehingga 
kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan juga 
mudah terwujud. Sifat hubungan politik yang 
berasaskan kekeluargaab tersebut, harus tercermin 
dalam penyelenggaraan negara dalam rangka 
mencapai tujuan nasional atau sistem nasional. 

Dari apa yang telah diuraikan di depan dapat 
dinyatakan bahwa untuk mengkaji sifat hubungan 
warga negara dengan pemerintah di samping dilihat 
secara yuridis, perlu juga dilihat dari dimensi norma 
kepatutan dan kebudayaan masyarakat negara yang 
bersangkutan, seperti kekeluargaan. 

Wujud Hubungan Warganegara Dengan Negara 



Wujud hubungan warga negara dengan 
negara/pemerintah pada dasarnya berupa peranan 
(role). Peranan pada dasarnya merupakan tugas atau apa 
yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki (dalam 
hal ini status sebagai warga negara). Suatu peranan 
tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai 
berikut: 

1) Peranan yang ideal (ideal role); 

2) Peranan yang seharusnya (espected role); 

3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceined 
role) 

4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 
(Soerjono Soekanto, 14) 

Dilihat dari teori status warga negara yang meliputi 
status pasif, aktif, negatif dan positif maka peranan 
sebagai pelaksanaan status juga akan meliputi peranan 
bersifat pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan-peranan 
tersebut merupakan peranan bersifat ideal dan 
seharusnya ada pada setiap warga negara dan 
diaktualisasikan dalam melaksanakan hubungannya 
dengan pemerintah. 

Peranan pasif, merupakan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai 
cermin darsi seorang warga negara. Peranan aktif 
merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta 
(berpartisipasi) mengambil bagian dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, terutama dalam 
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peranan positif, 
merupakan aktivitas warga negara untuk meminta 
pelayanan kepada negara/pemerintah yang memang 



memiliki fungsi memberikan pelayanan umum {public 
Service) untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. 
Peranan negatif, merupakan aktivitas warga negara 
untuk menolak campur tangan pemerintah dalam 
persoalan atau hak yang bersifat pribadi. 

Dalam kehidupan kenegaraan pada prinsipnya 
wujud peranan warga negara meliputi hak dan kewajiban 
sebagaimana yang ditentukan dalam konstitusi, perilaku 
yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kebudayaan 
yang dianut masyarakatnya, dan perilaku yang dianggap 
layak menurut kelayakan keilmuan serta yang sesuai 
dengan harapan-harapan di masa depan dalam rangka 
upaya membentuk warga negara yang lebih baik. 

Dengan peranan warga negara tersebut, maka 
setiap warga negara baik secara perorangan, maupun 
secara kolektif dan kelembagaan diharapkan dapat 
berpartsisipasi dalam proses dan pelaksanaan 
pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita 
nasional. Itulah sebabnya, hal yang dianggap paling 
mendasar dalam materi hubungan warga negara dengan 
negara adalah mengenai hak-asasi manusia/warga 
negara dan demokrasi. 

Demokratisasi dan Civil Society 

Alfred Stepan (1996:1417) dalam menjelaskan 
demokratisasi (proses menjadi demokrasi) 

pemerintahan yang didominasi militer, membagi 
masyarakat dalam tiga arena: (1) Masyarakat sipil; (2) 
Masyarakat Politik; dan (3) Negara. 

Masyarakat sipil {civil society) merupakan arena 
berbagai gerakan sosial (seperti rukun tangga, 
kelompok perempuan, kelompok agama, kelompok 



intlektual) serta organisasi sipil dari semua kelas 
(seperti ahli hukum, wartawan, serikat buruh dan 
pengusaha) berusaha menyatakan diri mereka dalam 
suatu himpunan sehingga mereka dapat 
mengepresikan diri mereka sendiri dan memajukan 
berbagai kepentingan mereka. Masyarakat sipil pada 
dasarnya dapat meruntuhkan sistem otoriterisme. 

Masyarakat politik dalam suatu kerangka 
demokratisasi. Adalah suatu arena masyarakat 
bernegara secara khusus mengatur dirinya dalam 
konstelasi politik (political constellation) guna 
memperoleh kontrol atas kekuasaan pemerintahan dan 
aparat negara. Sedangkan negara menurut Stepan 
adalah lebih dan sekedar pemerintah. Negara 
merupakan sebuah sistem administratif/legal, 
birokratis, dan koersif yang berkesinambungan serta 
berusaha untuk tidak hanya mengelola aparat negara, 
tetapi juga menyusun hubungan antara kekuasaan sipil 
dan pemerintah, serta menyusun berbagai huungan 
mendasar dalam masyarakat sipil dan masyarakat 
politik. 

Dengan demikian partai politik dan perwakilan 
politik masuk dalam masyarakat politik, karena 
keduanya masuk dalam konstelasi politik dalam suatu 
sistem politik. Oleh karena itu masyarakat 
sipil/masyarakat madani bukanlah masyarakat politik 
karena civil society, "merupakan tatanan masyarakat 
yang didasrkan pada hak-hak manuisa {civil right) 
seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak 
untuk memiliki" (Kutut Suwondo, 1998:78). Dengan 
demikian, civil society pada dasarnya merupakan 



upaya memberdayakan masyarakat itu sendiri dalam 
memperoleh hak haknya sebagai warga negara. Dalam 
melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara, 
sebenarnya civil society terjepit diantara area {domain) 
loyalitas terhadap kelompok dengan domain negara. 
Oleh karena itu, civil society merupakan prakondisi 
bagi demokrasi (Neera Chandoke: 1995: 251). 

Menurut Cholisin (2000 : 328), civil society 

(masyarakat madani) sebagai pembedayaan warga 
negara akan dapat mendorong demokratisasi apabila 
mampu meningkatkan efektivitas masyarakat politik 
untuk menguasai/mengontrol negara. Covil society 
bukan bermaksud hanya mengembangkan loyalitas 
yang khusus tertuju pada kelompoknya, tetapi juga 
kepada negara sebatas dengan hak kewajibannya 
sebagai warga negara, tanpa membiarkan begitu saja 
negara melakukan dominasi dan hegemoni. 
Civilsociety adalah otonom berhadapan dengan 
negara. 

3. Rangkuman 

a. Hubungan Peranan Warganegara dengan 
Demokrasi Politik 

Wujud hubungan warga negara yang berupa 
peranan (role) yang bersifat aktif, pasif, positif dan 
negatif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara merupakan manifestasi dari negara 
yang menganut demokrasi dan sekaligus akan sangat 
menentukan dalam pengembang negara yang 
demokratis. Oleh karena itu, sudah semestinya setiap 
warga negara harus memiliki komitmen yang tinggi 



untk memahami secara mendalam dan berupaya 
mewujudkannya dalam realitas. 

b. Pentingnya Pemahaman Warganegara Tentang 
Nilai-Nilai Demokrasi 

Nilai-nilai demokrasi memang sangat menghargai 
martabat manusia, namun pilihan apakah demokrasi 
liberal atau demokrasi yang lain yang akan diterapkan, 
hal ini tidak dapat lepas dari konteks masyarakat yang 
bersangkutan. Tentang nilai-nilai yang dikandung 
demokrasi Sigmund Neuman (Miriam Budiardjo, ed., 
1980 : 156) menyatakan meliputi nilai-nilai sebagai 
berikut: 

a. Sebagai zoon politikon, manusia menemukan 
kepuasan dan kebebasan jiwanya dalam melakukan 
peranannya di dalam masyarakat. Ia ingin menjadi 
suatu makhluk sosial. 

b. Setiap generasi dan setiap masyarakat harus 
menemukan jalannya sendiri yang berguna untuk 
sampai kepada kepuasan, dan untuk ini, ia harus 
meninjau kembali masalah-masalah dunia, negara 
dan masyarakat. 

c. Kebesaran demokrasi terletak dalam hal ia 
memberikan setiapa hari kepada manusia 
kesempatan untuk mempergunakan kebebasannya 
dan dalam pada itu, memenuhi kewajibannya dan 
dengan demikian menjadikan pribadi yang lebih 
baik. 


4. Tugas 

Setelah mempelajari uraian materi maka setiap 
mahasiswa wajib mengumpulkan ringkasan 



materi pembelajar 3 dan di unggah di kolom 
tugas 

5. Tes 

Jawablah pertanyaan/pernayatan berikut: 

a. Jelaskan Teori Hubungan Warganegara Dengan 
Negara! 

b. Bagaimana Hubungan Warganegara dengan Negara 
yang Berkembang di Indonesia? 

c. Jelaskan Asas, Sifat dan Wujud Hubungan 
Warganegara Dengan Negara! 

d. Apa saja wujud Hubungan Warganegara Dengan 
Negara? 

D. Pembelajaran 4 

1. Tujuan 

Setelah mempelajari modul pembelajaran 5 
diharapkan mahasiswa mampu: 

a. Menjelaskan model-model 
kewarganegaraan 

b. Menjelaskan Karakteristik warga negara 
yang demokratis 

c. Menjelaskan kecakapan warga negara 

2. Uraian Materi 

d. Model-Model Kewarganegaraan 

Perspektif Legal-Formal 

Dalam perspektif ini, kewarganegaraan adalah 
sebuah komunitas yang diciptakan berdasarkan 
hukum. Hukumlah yang mendefinisikan/menentukan 
siapa yang disebut warga negara dan siapa yang tidak, 
siapa yang dilindungi dan siapa yang tidak. Hukum 



membuat kewarganegaraan, menjamin istilah Ralph 
Dahrendorf, menjadi semacam klub yang khusus. 
Dengan demikian, kewarganegaraan bukanlah suatu 
komunitas yang alami, tetapi komunitas buatan, yang 
tali pengikatnya adalah hukum. 

Dengan cara pandang seperti ini, maka 
kewarganegaraan sejatinya adalah suatu abstraksi dan 
bukan suatu ikatan berdasar pada identitas seperti 
etnik, agama, sekte, ataupun kelas sosial. Yang menjadi 
tiket bagi keanggotaannya adalah hak-hak yang 
dimiliki setiap individu secara egaliter. Namun, karena 
sifatnya yang abstrak itu, perspektif ini mengandung 
kelemahan yang biasanya diidap oleh paradigma 
politik liberal. Yaitu kecenderungannya untuk 
melupakan adanya ketidaksamaan {ineguality) dalam 
pembagian sumber daya di dalam masyarakat. 
Sehingga diasumsikan bahwa hak-hak itu bersifat 
menyatu (inherent) dan sama (egual), namun dalam 
praktik seringkah sebaliknya. 

Karena itu, perspektif legal-formal yang dipakai 
kaum liberal seringkah menjadi topeng bagi 
ketidakadilan di dalam masyarakat. Ia dipergunakan 
untuk mengeksklusi kelompok-kelompok di dalam 
masyarakat yang dinyatakan sebagai "orang asing" 
(kaum imigran, penduduk yang tak membayar pajak, 
dan sebagainya). Akibatnya, persoalan-persoalan yang 
muncul di dalam masyarakat yang terus berkembang 
menjadi tidak dapat diikuti secara fleksibel dn 
seringkah menimbulkan konflik-konflik serius. 
Perspektif Netralitas 



Perspektif ini mengakui keterbatasan yang 
dipunyai oleh pandangan legal formal, dan ia mencoba 
membuat kerangka konseptual yang lebih universal. 
Menurut John Rawls, kewarganegaraan harus 
dipandang sebagai keanggotaan yang permanen 
dalam sebuah komunitas yang teratur. Konsepsi Rawls 
mengenai kewarganegaraan meliputi tiga elemen 
dasar: 

c. Negara bersifat netral terhadap apa yang 
dimaksud dengan hidup yang baik oleh warga 
negara 

d. Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu 
kepentingan keadilan tertinggi, dan 

e. Warga negara memisahkan dengan tegas 
kepentingan publik dan privat. Karenanya doktrin- 
doktrin moral, filsafat dan agama harus diletakkan di 
luar domain kehidupan publik. 

Konsepsi kewarganegaraan yang menekankan 
netralitas negara dan kehidupan publik ini 
dimaksudkan oleh Rawls agar dapat mengakomodasi 
kompleksitas kehidupan masyarakat modern yang 
memiliki konsep mengenai apa itu kehidupan yang 
baik, yang kadang-kadang masing-masing 
bertentangan, diperlukan sebuah publik bebas yang 
menjadi arena bagi terbentuknya sebuah konsensus 
yang mengikat seluruh warga negara. 

Warga negara dengan landasan normative berupa 
keadilan yang tertinggi, bersama-sama membuat 
aturan main di dalam ruang publik, mengenai apa 
tujuan mereka dan bagaimana mencapainya. Rawls 
yakin bahwa apabila anggota masyarakat telah hidup 



di dalam sebuah masyarakat dan kultur demokratis, 
maka proses wacana publik tersebut juga secara 
otomatis diberi warna demokratis. Konsensus yang 
akan dicapai tentu saja adalah gabungan 
intersubyektif pribadi-pribadi demokratis tersebut. 

Yang menjadi problem dari konsepsi Rawls adalah 
bagaimana warga negara sebagai subyek bisa menjadi 
entitas yang terbelah-belah. Mereka tentu saja adalah 
suatu entitas yang utuh dan berdimensi banyak, 
sehingga dalam wacana publik pun, berbagai macam 
pandangan akan muncul ketidak-sepakatan mereka 
menjadi bahan terpenting untuk membuat consensus. 
Kecenderungan Rawls untuk mementingkan 
keseimbangan {eguilibrium) dan keserasian {harmony) 
mengakibatkan konsepsinya mengenai kewarga- 
negaraan terkesan otoriter. 

Perspektif Partisipatoris 

Dalam perspektif ini, yang menjadi titik tolak 
kewarganegaraan adalah keterlibatan {participation) 
di dalam domain politik dan pencarian model 
kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komunal. 
Alat dari perspektif ini sebenarnya sangat kuat dalam 
tradisi Barat. Seperti yang dibela oleh Machiaveli, 
Rousseau, Michael Walzer, Amitai Etzioni dan 
sebagainya. 

Menurut pandangan mereka, kehidupan 
kewarganegaraan ditentukan oleh sejauh mana para 
anggotanya dapat terlibat penuh di dalam ruang 
politik. Jadi kewarganegaraan baru muncul apabila 
kehidupan politik yang partisipatoris dapat 
diwujudkan. Barber, dalam bukunya Strong 



Democracy (1984), mengatakan sebenarnyalah, bahwa 

.partisipasi dan komunitas adalah dua aspek yang 

menyusun sebuah model kehidupan modern yang 
disebut kewarganegaraan {citizenship). David Miller 
mengatakan dalam sebuah artikel berjudul Community 
and Citizenship (1992), bahwa kewarganegaraan 
memerlukan prasyarat adanya keterlibatan seseorang 
yang aktif dalam politik, dimana ia ikut menentukan 
masa depan komunitas dan masyarakatnya. 
Keterlibatan aktif itu menyangkut dua hal, yaitu 
memahami masalah-masalah mutakhir yang menjadi 
bahan perbincangan, dan terlibat di dalam proses 
pengambilan keputusan di dalamnya. 

Michael Walzer, salah satu tokoh paham 
komunitarian, mengatakan bahwa kewarganegaraan 
mengasumsikan adanya sebuah komunitas yang 
menggunakan nilai-nilai dan budaya secara bersama- 
sama. Dengan demikian, menurutnya, 
kewarganegaraan menyiratkan adanya kesadaran 
bersama yang berkembang dan dibentuk dalam 
sebuah gabungan pria dan wanita dalam komunitas- 
komunitas khusus dan stabil dalam perkembangan 
sejarah untuk mencapai suatu cita-cita kehidupan 
bersama. Oleh karena itu, syarat utama dalam 
kewarganegaraan adalah demokrasi, yang 
memungkinkan adanya perbincangan yang terbuka 
diantara para warga. Tak ada alternatif bagi 
demokrasi, kata Walzer, karena ruang publik hanya 
akan bermakna jika di dalamnya para partisipan 
mempunyai kesamaan derajat. 




Kendati perspektif ini sangat popular, kritik 
terhadapnya bukan tak ada. Yang penting adalah 
penekanannya terhadap politik dianggap sebagai 
reduksionis. Kewarganegaraan seharusnya tidak hanya 
berlaku di ruang politik, tetapi merangkum juga 
wilayah-wilayah lain. Kritik lainnya adalah penekanan 
para komunalisme, yang bisa membuat kita tidak kritis 
terhadap kolektivitas, tradisi, sistem nilai yang 
dominan. Kendati semangat para pembela 
komunitarianisme adalah demokrasi sebagai 
komunitas politik, tetapi tetap saja perlu adanya 
kemampuan untuk mengakomodasi kritik-kritik atas 
wacana dominan. 

Perspektif Kelas 

Perspektif yang dikembangkan oleh TH Marshall 
(1950) ini memberikan pemahaman berbeda dengan 
perspektif sebelumnya. Kewarganegaraan, menurut 
konsepsinya, harus dikaitkan dengan upaya-upaya 
kelompok-kelompok di dalam masyarakat untuk 
mendapatkan perlindungan-perlindungan hak-hak 
dasar, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial. 
Dengan demikian, kendati kewarganegaraan memang 
telah menjamin kesamaan, tetapi faktanya masih ada 
berbagai praktik yang membatalkannya. Khususnya 
dalam masyarakat modern, halangan struktural ini 
berupa perbedaan kelas yang pada gilirannya, 
bertanggung jawab bagi munculnya ketidakadilan dan 
ketimpangan. 

Oleh karena itu, Marshall memandang 
kewarganegaraan sebagai salah satu alat untuk 
mengatasi halangan struktural itu, menurutnya. 



kewarga-negaraan mempunyai tiga komponen utama : 
hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial. Hak 
sipil mengacu pada kebebasan pribadi yang berkaitan 
dengan lembaga pengadilan umum. Hak politik 
berkaitan dengan partisipasi di dalam penggunaan 
kekuasaan politik yang mengacu pada parlemen dan 
badan-badan perwakilan lainnya. Hak ekonomi dan 
sosial berkaitan dengan kesejahteraan warga dan hak 
mereka untuk menikmati seluruh hasil yang dimiliki 
oleh masyarakat. 

Dengan memahami kewarganegaraan seperti itu, 
maka Marshall menunjukkan bahwa dalam konteks 
sejarah Inggris, hak-hak sipil diperjuangkan pada abad 
ke-18, hak politik pada abad ke-19, sedangkan hak 
ekonomi dan sosial menjadi tema perjuangan abad ke- 
20. Dalam perjuangannya, maka perjuangan hak-hak 
kewarganegaraan tersebut telah ikut membantu 
perbaikan di dalam masyarakat kapitalis sehingga 
terjadi proses penegakan hak asasi, demokratisasi dan 
keadilan sosial. 

Kelemahan konsepsi Marshall, menurut para 
pengkritiknya, adalah optimisme bahwa kondisi 
timpang akibat perbedaan kelas akan bisa dihapuskan 
melalui kewarganegaraan. Pada kenyataannya, 
ketimpangan di dalam masyarakat kapitalis maju 
masih tetap belum terhapusnya, kendati 
kewarganegaraan telah bersifat universal. 

Perspektif Hermeneutik 

Ini adalah perspektif yang menekankan posisi 
aktor sebagai penafsir realitas, termasuk konstruksi 
yang disebut sebagai kewarganegaraan itu. Dengan 



cara pandang seperti ini, maka masalah 
kewarganegaraan tidak hanya dilihat dari sudut 
pandang parsial seperti hukum, komunitas, kelas, dan 
sebagainya. Tetapi yang penting adalah bagaimana 
anggota komunitas itu menafsirkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah hak-hak dasar di 
dalam kewarganegaraan itu dipahami dan 
dipraktikkan di dalam komunitas, umpamanya, menjadi 
ukuran penting. 

Konsepsi kewarganegaraan yang dikembangkan 
dari perspektif hermeneutic memberikan perhatian 
kepada historitas dan proses pembentukannya. Jauh 
dari bentuk yang telah jadi, Kewarganegaraan justru 
akan selalu berada dalam situasi cair, karena ia selalu 
mengalami proses negosiasi. Ia bukan saja 
memerlukan simbol, tetapi juga pertanda (sign), dan 
mitos. Ia bukan sesuatu yang monolitik, sebagaimana 
dikatakan oleh perspektif hukum, tetapi pluralistic. 
Mereka yang berada di dalamnya, bukan saja anggota 
komunitas yang tunggal, tetapi masing-masing 
memiliki kemampuan interprestasinya sendiri. 
Kewarganegaraan, pendeknya adalah sebuah 
cakrawala hermeneutic (hermeneutic horizon), sebuah 
praktis dan realitas tektual. (Muhammad AS Hikam, 
2003 : 45). 

Dengan adanya berbagai perspektif ini, kita akan 
mampu melakukan pilihan yang kita pandang relevan 
dengan permasalahan kita. Dari sana akan kita 
kembangkan strategi-strategi yang pas bagi 
perjuangan menuju demokrasi. 



Karakteristik warga negara yang demokratis. 

Untuk membangun suatu masyarakat yang 
demokratis (adik egaliter, dan manusiawi), maka setiap 
warga negara haruslah memiliki karakter atau jiwa yang 
demokratis pula. 

Apa beberapa karakteristik bagi warga negara yang 
demokratis (A. Ubaidilah, dkk, 2000:72) : 

Rasa hormat dan tanggung jawab 

Warga negara memiliki rasa hormat terutama 
terhadap pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri 
dari suku bangsa, ras, keyakinan beragama, dan 
ideology politik. Ia pun turut bertanggung jawab 
menjaga keteraturan negara yang berdiri di atas 
pluralitas tersebut. Tidak dibenarkan di alam 
demokrasi suatu pemaksaan kehendak yang menjurus 
kepada anarkis. 

Bersikap kritis 

Warga negara democrat selalu bersikap kritis, 
baik terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, 
budaya, dan politik) maupun terhadap kenyataan 
supra-empiris (agama, mitologi, kepercayaan). Sikap 
kritis juga harus ditunjukan pada diri sendiri. Sikap 
kritis pada diri sendiri itu tentu disertai sikap kritis 
terhadap pendapat yang berbeda. 

Membuka diskusi dan dialog 

Membuka ruang untuk berdiskusi berarti ada 
kemampuan untuk mendengar dan sekaligus 
membuka negosiasi yang memungkinkan adanya 
kompromi. 



Dengan diskusi, pandangan-pandangan yang 
terasa asing dan cara pandang baru, akan 
memperkaya pemikiran sendiri. Pandangan menjadi 
lebih tajam, penilaian menjadi lebih yakin, fron yang 
dihadapi menjadi lebih jelas, pendapat pribadi semakin 
bersesuaian, sehingga muncul kemungkinan 
pencapaian kesepakatan. 

Bersikap terbuka 

Skap terbuka merupakan rasa hormat terhadap 
kebebasan sesama manusia, termasuk tenggang rasa 
pada hal-hal yang tidak biasa. Hal-hal yang baru dan 
asing. Sikap terbuka ini selalu disempurnakan secara 
berkelanjutan oleh konfrontasi dengan hal-hal baru. 
Dalam proses penyempurnaan ini, hal-hal yang 
ketinggalan zaman, disisihkan, hal-hal yang belum 
matang didukung dengan pengembangan kolektif 
sehingga menjadi matang. 

Sikap terbuka yang didasarkan atas kesadaran 
akan pluralisme dan keterbatasan diri akan 
melahirkan kemampuan untuk menahan diri, tidak 
secepatnya menjatuhkan penilaian dan pilihan. 

Rasional 

Warganegara democrat mempunyai kemampuan 
untuk mengambil keputusan secara bebas. 
Kemampuan seperti ini akan terhambat kalau 
penggunaan akal sehat dihindari, apalagi justru 
perasaan, keinginan dan prasangka yang 
dimobilisasikan. Keputusan-keputusan yang diambil 
secara tidak rasional bukanlah keputusan yang diambil 
secara bebas, yang berarti keputusan itu diambil di 
bawah tekanan dan emosi. 



Menjadikan emosi sebagai dasar pengambilan 
keputusan adalah cara seorang warganegara otoriter. 
Warganegara yang otoriter cenderung menghalalkan 
segala cara. 

Masalah-masalah politik khususnya perubahan 
politik yang demokratis dan tanpa kekerasan hanya bisa 
diselesaikan dengan keputusan-keputusan yang rasional. 

Adil 

Bagi warganegara yang democrat, tidak ada tujuan 
baik yang patut diwujudkan dengan cara-cara yang tidak 
adil. Penggunaan cara-cara yang tidak adil adalah bentuk 
pelanggaran hak asasi dari orang yang diperlakukan 
tidak adil. Dengan semangat keadilan, maka tujuan- 
tujuan bersama bukanlah suatu yang didiktekan tetapi 
ditawarkan. Mayoritas suara bukanlah diatur tetapi 
diperoleh. 

Jujur 

Sikap adil akan melahirkan kejujuran dan tanggung 
jawab moral. Karena warganegara yang baik selalu 
mengedepankan akal sehat dan mampu meyakinkan 
orang lain, bukannya mengakali. Tujuan-tujuan yang 
tidak jujur hanya bisa diwujudkan dengan melakukan 
kecurangan. 

Kejujuran politik adalah bahwa kesejahteraan 
warganegara merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu 
kesejahteraan dari masyarakat yang memilih para 
politisi. Ketidakjujuran politik adalah seorang politisi 
mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari 
keuntungan bagi partainya, karena partai itu penting 
bagi kedudukannya. 



Karakteristik warganegara tersebut di atas 
dimunculkan, karena ada keberpihakan pada nilai-nilai 
demokrasi. Karakteristik seperti itu jika melekat pada 
seorang warganegara akan menampilkan sosok warga 
negara yang otonom : mampu mempengaruhi dan 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat 
lokal secara mandiri. Warganegara yang otonom 
mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut: 

a. Sebagai anggota masyarakat, ia mandiri. Mandiri 
berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, 
teguh pendirian, dan bersikap kritis pada segenap 
keputusan publik. 

b. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan 
ekonomi sebagai warganegara, khususnya di 
lingkungan masyarakatnya yang terkecil seperti RT, 
RW, desa dan seterusnya. Atau juga di lingkungan 
sekolah dan perguruan tinggi. 

c. Menghargai martabat manusia dan kehormatan 
pribadi. 

Menghargai berarti menghormati hak-hak asasi dan 
privasi pribadi orang per orang. Tanpa membedakan 
ras, warna kulit, golongan ataupun warganegara 
yang lain. 

d. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan 
dengan pikiran dan sikap yang santun. Warganegara 
yang otonom secara efektif mampu mempengaruhi 
dan berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan 
kebijakan pada level sosial yang paling kecil dan 
lokal, misalnya dalam rapat kepanitiaan, pertemuan 
rukun warga, dan termasuk juga mengawasi kinerja 
dan kebijakan di DPRD. 



e. Mendorong berfungsinya demokrasi 

konstitusional yang sehat. 

Tidak ada demokrasi tanpa aturan hukum dan 
konstitusi. Tanpa konstitusi, demokrasi akan menjadi 
anarkhi. Karena itu, warganegara yang otonom 
harus melakukan tiga hal untuk mewujudkan 
demokrasi konstitusional ini: 

1) Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan 
aktif (culture oflaw) 

2) Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang 
aspiratif (process oflaw making) 

3) Mendukung pembuatan materi-materi hukum 
yang responsive {content oflaw) 

4) Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang 
jujur dan bertanggung jawab {structure of law) 
(Khoiron, dkk. 1999 : 89-97) 

Kecakapan warganegara 

Di alam demokrasi sekarang ini, warganegara tidak 
cukup mempunyai bangunan pengetahuan politik atau 
aspek-aspek politik, tetapi juga membutuhkan 
penguasaan terhadap kecakapan-kecakapan intelektual 
dan partisipasi yang terkait. 

Kecakapan intelektual 

Kecakapan intelektual warganegara dalam 
melihat berbagai persoalan politik dan pemerintahan 
tidak dapat dipisahkan dalam materi civic education. 
Kemampuan warganegara untuk memikirkan isu 
politik secara kritis, yaitu memahami isu itu, berikut 
sejarahnya, keterkaitannya dengan masa kini, serta 



merangkainya dengan piranti-piranti intelektual untuk 
membuat berbagai pertimbangan yang akan 
bermanfaat dalam menangani isu tersebut. Karena itu, 
kecakapan intelektual yang menjadi dasar bagi 
warganegara yang bertanggung jawab dan terdidik 
(Sadar informasi) ini sering disebut sebagai kecakapan 
berpikir kritis (Ubaidilah dkk, 2000:76). 

Untuk membangun kecakapan berpikir kritis bagi 
warganegara, perlu dibangun terlebih dahulu 
kesadaran kritisnya. Berikut adalah tangga-tangga 
yang harus dilewati untuk membangun suatu 
kesadaran kritis. 

Tangga 1 : Membangun keterlibatan masyarakat 

bawah dalam proses politik. Memecah 
kebudayaan bisu di kalangan masyarakat 
Tangga 2 : Observasi Sistematik 

Masyarakat diajak mengidentifikasi akar 
penyebab represi (ketertindasan mereka). 
Tangga 3 : Analisis Struktural 

Menjelaskan keterkaitan antara berbagai 
sistem, misalnya sistem kapitalisme yang 
berdampak pada kemiskinan. 

Tangga 4 : Menentukan Tujuan 

Menyediakan perspektif secara lengkap 
yang terkait dengan struktur dan situasi lokal 
atau nasional 

Tangga 5 : Menentukan Strategi dan Taktik 

Disini yang dibuat adalah rencana dan 
implementasi dari aksi yang telah disiapkan 
Tangga 6 : Aksi dan Refleksi secara terus menerus 



Refleksi tanpa aksi adalah hanyalah 
omong kosong belaka, namun aksi tanpa 
refleksi adalah aktivisme murni. 

Ada beberapa unsur dari kecakapan berpikir 
kritis, yaitu : (1) kemampuan mendengar, (2) 

kemampuan mengidentifikasi dan mendeskripsikan 
persoalan, (3) kemampuan menganalisa, dan (4) 
kemampuan untuk melakukan suatu evaluasi isu-isu 
publik. (Khoiron. 1999:99-111) 

Kecakapan Partisipatoris 

Civic Education tidak hanya mengusik kesadaran 
kritis dan jiwa democrat serta sikap keberpihakan 
warganegara. Aspek-aspek tersebut merupakan muara 
yang berujung pada tindak keterlibatan atau 
partisipasi warganegara yang efektif dan bertanggung 
jawab untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial 
dan politik mereka. Keterlibatan yang tidak efektif, 
apalagi ketiadaan partisipasi akan mengakibatkan 
perubahan harkat kehidupan yang tidak signifikan 
bahkan mungkin tidak ada artinya sama sekali. 

Untuk dapat berpartisipasi dengan efektif dan 
bertanggung jawab serta dilandasi dengan 
pengetahuan yang cukup, warganegara perlu memiliki 
kemampuan tertentu untuk berpartisipasi atau bisa 
disebut sebagai kecakapan partisipatoris 
(participa tory skill ). 

Dalam konteks pendidikan politik, kecakapan 
partisipatoris mencakup tiga kecakapan atau keahlian 
berikut: 

a. Keahlian berinteraksi (interacting) 



Keahlian berinteraksi merupakan kemampuan 
yang diperlukan oleh warganegara untuk 
berkomunikasi dan bekerjasama dengan 
warganegara yang lain. Mampu berinteraksi berarti 
mampu untuk bertanya, menjawab dan berbicara 
dengan baik; membangun koalisi; dan mengelola 
konflik dengan baik. 

Keahlian berinteraksi meliputi keahlian- 
keahlian berikut: 

1) Mendengarkan dengan penuh perhatian 

2) Bertanya dengan efektif 

3) Mengutarakan pikiran dan perasaan 

4) Mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, 
dan kesepakatan. 

b. Keahlian memantau {monitoring) isu publik 

Keahlian memantau persoalan politik dan 
pemerintah mengacu kepada kemampuan 
warganegara untuk mengamati dan memahami 
penanganan persoalan yang terkait dengan proses 
politik dan pemerintahan. Dengan kata lain, 
warganegara mampu mengambil bagian dan 
sekaligus menjadi pengawas atau watch dog bagi 
proses politik atau pemerintahan. 

Keahlian memantau isu politik meliputi 
kemampuan untuk : 

1) Meriset isu publik melalui studi pustaka (media 
massa, informasi elektronik, dan perpustakaan), 
hingga studi lapangan (observasi, wawancara, dan 
kuesioner) 

2) Menghadiri pertemuan-pertemuan publik 



3) Mengamati proses pengadilan dan mekanisme 
kerja sistem hukum. 

Keahlian mempengaruhi {influencing) kebijakan 
publik 

Keahlian untuk mempengaruhi mengacu 
kepada kemampuan warganegara untuk 
mempengaruhi proses politik dan pemerintahan. 
Baik proses pemerintahan yang bersifat formal 
maupun informal di masyarakat, termasuk proses- 
proses politik di level yang paling bawah seperti RX 
RW dan Desa. 

Keahlian mempengaruhi kebijakan publik 
meliputi kemampuan untuk : 

1) Membuat petisi 

2) Berbicara di depan umum 

3) Bersaksi di depan badan-badan publik 

4) Terlibat dalam kelompok advokasi ad-hoc 

5) Membangun aliansi. 

Operasionalisasi kecakapan partisipatoris harus 
dilaksanakan dengan suatu target yang jelas. 
Membangun keahlian partisipatoris mensyaratkan 
upaya merangkai dua wilayah, yaitu sisi dalam 
(internal) komunitas/kelompok dan sisi luar 
(eksternal) komunitas. Sisi dalam komunitas 
merupakan anggota forum warga yang merupakan 
masyarakat kebanyakan. Sedangkan sisi luar 
komunitas merupakan proses politik atau 
pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat 
lainnya yang dapat mendorong terciptanya 
perubahan kebijakan. 



Dikaitkan dengan kategorisasi keahlian di atas, 
kemampuan berinteraksi (interacting) merupakan 
hal yang perlu dibangun pada sisi dalam komunitas. 
Sedangkan kemampuan monitoring dan influencing 
merupakan hal yang perlu dibangun komunitas 
untuk berhubungan dengan sisi luarnya (Khoiron, 
dkk. 1999:111-114) 


3. Rangkuman 

Kewarganegaraan sebagai sebuah konsep modern 
mempunyai berbagai macam pengertian. Perbedaan 
ini pada gilirannya telah membawa implikasi teoritis 
dan praktis, sehingga dalam perkembangannya 
semenjak gagasan kewarganegaraan ini dikemukakan 
pada abad ke 17 telah mengakibatkan munculnya 
berbagai perspektif. Agar mudah dipahami, maka 
sebelum kita menjelajahi berbagao perspektif tersebut 
lebih dulu kita sepakati elemen-elemen dasar 
kewarganegaraan. 

Elemen-elemen dasar kewarganegaraan adalah 
sebagai berikut: 

a) Keanggotaan dalam suatu komunitas (pada 
level negara), di dalam mana seseorang menjadi 
bagiannya dan yang lain berada di luarnya. 

b) Identitas yang dimiliki bersama, di mana 
seseorang merasa memiliki kesamaan sementara 
yang lain tidak. 

c) Simbolisme yang dibuat oleh generasi 
sebelumnya yang kemudian mengalami 
rekonstruksi terus-menerus. 



d) Pragmatis, dalam pengertian bahwa seorang 
warga negara hidup dalam realitas sehari-hari. 
Kendati demikian ia juga dapat menggoyahkan 
simbolisme yang dikenakan kepadanya. 

e) Kekuasaan yang membutuhkan legitimasi 
warga negara tetapi sekaligus dapat 
membatasinya. Hubungan dialektis antara warga 
negara dan kekuasaan inilah yang kemudian 
berimplikasi kepada sistem politik, apakah 
demokratis atau bukan (Mohammad AS Hikam, 
2003:41). 

4. Tugas 

Setelah mempelajari modul pembelajaran 4, 
silahkan mahasiswa membuat artikel dengan 

tema ^^membangun karakter warganegara 
berdasarkan Pancasila'^ 

5. Tes 

Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini: 

a. Jelaskan dengan rinci model-model 
ke warganegaraan! 

b. bagaimana Karakteristik warga 
negara yang demokratis ? 

c. Analisis kemampuan/ kecakapan 
warga negara dalam berpartisipasi di 
Negara yang demokratis! 

6. Lembar Kerja Praktek 

Syarat - syarat membuat artikel: 

a. Artikel dibuat meliputi judul, abstrak, 
pendahuluan, pembahasan, simpulan 
dan saran, daftar pustaka/referensi. 



b. Tugas diketik dengan format huruf 

times new roman, ukuran kertas 
A4, spasi 1,5 dan font 12. 

c. Tugas dikumpulkan soft 
diunggah di kolom tugas 

d. Tugas penulisan ini adalah tugas 
individu. 

E. Pembelajaran 5 

1. Tujuan 

Setellah mahasiswamempelajari modul 
pembelajaran 5 diharapka mampu: 

a. Menjelaskan sejarah lahirnya hak azasi 
manusia 

b. Menjelaskan Pengertian HAM 

c. Menguraikan Perangkat HAM 

d. Menjelaskan upaya penegakan HAM 

e. Menemukan kasus dan sanksi pelanggaran 
HAM 

2. Uraian Materi 

Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) 

Secara ringkas dan diuraikan sejarah lahirnya HAM 
dimulai dari Magna Charta (Piagam Agung) : 

1. Magna Charta (Piagam Agung) 15 Juni 1215 

Piagam Magna Charta merupakan piagam 
pertama yang mengakui hak kemerdekaan dari dan 
amat masyur di Eropa. Penandatangan piagam ini lahir 
pada masa pemerintahan Raja John Lockland. Isi 
Magna Charta adalah sebagai berikut: 



a. Raja beserta keturunannya berjanji akan 
menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan 
gereja Inggris. 

b. Raja berjanjit kepada penduduk kerajaan yang 
bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut: 

1) Para petugas keamanan dan pemungut pajak 
akan menghormati hak-hak penduduk 

2) Polisi atau jaksa tidak dapat menuntut 
seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. 

3) Seseorang yang bukan budak tidak akan 
ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa 
perlindungan negara dan tanpa alasan hukum 
sebagai dasar tindakannya. 

4) Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum 
sudah terlanjut ditahan, raja berjanji akan 
mengoreksi kesalahannya. 

2. Hobeas Corpus Act, 1674: 

Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles 
II yang memuat jaminan seseorang tidak boleh 
ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali 
menurut peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Bill of Right (Pernyataan Hak Asasi Manusia) 
1689 

Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris 
sebagai tuntutan kepada Prince of Orange dan 
memuat pengkuan terhadap hak petisi, kebebasan 
berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen 
dan pemilihan parlemen harus bebas. 

Berkaitan dengan hal itu, tokoh kenegaraan John 
Locke sangat menentang kekuasaan raja. Saat itu hasil 
pemikirannya, manusia sejak lahir mempunyai hak-hak 



pokok/dasar yang tidak dapat diambil/dikurangi. Hak- 
hak pokok itu adalah hak untuk hidup hak 
kemerdekaan diri dan hak milik yang semuanya 
merupakan hak asasi manusia (HAM) yang telah 
dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak-hak 
tersebut harus dilindungi oleh raja dan dijamin dalam 
Undang-undang dasar. 

BU o f Rights merupakan Undang-undang yang 
diterima parlemen Inggris yang isinya mengatur 
tentang : 

a. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen 

b. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan 
pendapat 

c. Pajak, Undang-undang, dan pembentukan tentara 
tetap harus seizin parlemen. 

d. Hak wrga negara untuk memeluk agama menurut 
kepercayaan masing-masing. 

e. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan 
raja. 

John Locke juga berperan penting sebagai 
penganjur dan pencetus adanya konstitusi (UUD) di 
negara-negara kerajaan sekaligus dipandang sebagai 
Bapak Teori Hak Asasi Manusia (HAM). Beliau juga 
menganjurkan adanya pemisahan kekuasaan ke dalam 
badan legislative, eksekutif, dan federatif agar 
kekuasaan tidak berpusat pada tangan seorang raja. 

4. Declaration of Independence (Pernyataan 

Kemerdekaan Rakyat Amerika) 4 Juli 1776 

Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia 
yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya 
semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Yang 



Maha Pencipta. Semua manusia dianugrahi hak hidup, 
hak kemerdekaan dan hak kebebasan untuk 
menikmati kebahagiaan {life, liberty, and property). 
Pemikiran ini mengilhami sekaligus menjadi pegangan 
bagi rakyat Amerika untuk memberontak melawan 
penguasa Inggris tahun 1776. 

5. Declaration des Droits de L'homme et du 
Citoyen (Pernyataan Hak-hak Manusia dan 
Warga Negara), 14 Juli 1789 

Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan 
Revolusi Perancis sebagai pahlawan terhadap 
kesewenang-wenangan Raja Lous XVI. Revolusi ini 
diprakarsai oleh Jean Jacgues, Voltaire, dan 
Montesguieu dengan semboyannya liberte, egalite, 
dan fraternite (kemerdekaan, persamaan, dan 
persaudaraan). 

6. Right o f Sel f Determinatin, 1918 

Naskah ini disusulkan T. Woodrow Wilson 
(Presiden Amerika Serikat) yang memuat pasal 
sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil. 

7. The Four Freedom (Empat Kebebasan) 1941 

Naskah ini dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt 
(Presiden Amerika Serikat) yang memuat kebebasan 
berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan 
beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan 
kebebasan dari segala kekurangan. 

8. The Universal Declaration of Hunian Rights, 10 
Desember 1945 

Pada tahun 1946, PBB membentuk komisi hak-hak 
manusia (commission of human right) yang 
merumuskan langkah/piagam hak-hak asasi manusia. 



Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum 
tentang hak-hak asasi manusia yang diterima dan 
diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pad tanggal 
10 Desember 1948. oleh karena itu setiap tanggal 10 
Desember oleh negara-negara anggota PBB 
diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia sedunia. 

Deklarasi yang memiliki 30 pasal ini, secara garis 
besar berbicara mengenai hak-hak dan jaminan agar 
setiap individu bisa hidup dan dijamin 

a. Tidak boleh ada satu orang pun yang leluasa 
membunuhnya (life) 

b. Tidak ada individu lain yang menyiksanya (no 
torture), dan 

c. Kebebasannya {liberty) 

Bagian mukadimah deklarasi ini berbicara 
tentang penegasan sikap dan pengakuan martabat 
manusia adalah suatu yang melekat. Kesamaan derajat 
dan hak-hak yang melekat. Kesamaan derajat dan hak- 
hak yang melekat adalah pilar utama kebebasan, 
keadilan, dan perdamaian. Tanpa penghargaan atas 
prinsip-prinsip itu, bencana atau tragedy kemanusiaan 
tetap akan terus berlanjut meskipun deklarasi ini 
singkat, cakupan masalah yang dilindunginya cukup 
besar. Bahkan, ada hal-hal yang dicantumkan deklarasi 
tetapi tidak ada dalam konvensi internasional tentang 
hak-hak sipil dan politik. Misalnya, hak untuk 
kepemilikan, hak untuk memperoleh suaka, dan hak 
untuk menentukan kebangsaan (Bergenthal, 1990). 

Konsep pemahaman hak asasi manusia dewasa ini 
jelas berbeda dengan masa lalu. Konsep modern 
tentang hak asasi manusia lebih dipahami secara 



manusiawi daripada perwujudan paham individualisme 
dan liberalisme. Hak-hak yang melekat dengan harkat 
dan hakikat kemanusiaan, apa pun latar belakangnya, 
ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, dan 
pekerjaan ataupun harkat dan hakikat kemanusiaan 
lainnya telah menjadi dasar pemikiran modern tentang 
hak asasi manusia. 

Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 
dilakukan dengan memperhatikan hal berikut ini. 

a. Hak hidup beragama, tidak disiksa, kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak sebagai pribadi di 
hadapan hukum dan tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi 
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

b. Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuakn yang bersifat 
diskriminatif. 

c. Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak- 
anak dan fakir miskin berhak mendapatkan 
perlindungan yang lebih terhadap hak asasinya. 

d. Identitas budaya masyarakat tradisional termasuk 
hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan 
perkembangan zaman. 

e. Hak warga negara untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi dijamin dan dilindungi. 

f. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, lelaki dan 
perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan 
perlindungan yang sama. 

g. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 



demokratis, diatur dan dituangkan ke dalam 
peraturan perundang-undangan. 
h. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan 

pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi 
tanggung jawab pemerintah, tanpa mengurangi 
peran serta masyarakat. (Chotib, 2006:66). 

Empat Generasi Hak Asasi Manusia 

Bila kita menyimak sejarah perkembangan HAM 
setidaknya terdapat 4 generasi (A.Ubaidilah, 
2000 : 212 ) : 

a. Generasi Pertama 

Generasi ini berpandangan bahwa pengertian 
HAM berpusat terhadap hal-hal hukum dan politik. 
Generasi awal HAM tersebut terjadi setelah PD II. 
Fokus generasi pertama pada hukum dan politik 
disebabkan oleh dampak dan situasi PD II, 
totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara 
yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib 
hukum yang baru. Akan tetapi seperangkat hukum 
yang disepakati tersebut sangat sarat dengan hak- 
hak yuridis seperti, hak untuk hidup, untuk tidak 
menjadi budak, tidak disiksa dan ditahan, hak-hak 
kesamaan di dalam hukum, hak akan fair trial, 
praduga tak bersalah dan sebagainya. Hal itu bukan 
berarti hak-hak lain tidak diatur karena 
sesungguhnya seperantkat hukum itu juga memuat 
akan hak nasionalitas, pemilikan, pemikiran, agama, 
pendidikan, pekerjaan dan kehidupan budaya. 
Namun demikian sukar untuk menghindarkan kesan 
bahwa hukum itu disukai oleh hak-hak hukum. 
Kesan ini semakin tak terbantah jika kita melihat 



kovenan yang dilahirkan kembali seperti 
“convenstion on the prevention and punishmant of 
the crime of genocide”. 

Nampaknya pandangan ini sebagai reaksi keras 
terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan 
fasis yang mewarnai tahun sebelum perang ke II. 
Karena itu pikiran hukum begitu menonjol 
kepermukaan dan sekaligus menjadi karakteristik 
konsep dasar hak asasi manusia yang dalam 
literatur sering disebut sebagai generasi satu hak 
asasi manusia. 

Generasi kedua 

Jika kita mengkaji secara serius perkembangan 
kehiduipan negara terutama negara dunia ke Ilb 
maka akan jelas terlihat bahwa kemerdekaan yang 
diperoleh banyak negara ketiga setelah perang 
dunia ke 2 menuntut lebih dari hak-hak yuridis. 
Pengisian kemerdekaan berarti juga pembangunan 
sosial, ekonomi, politik dan budaya. Sejalan dengan 
itu maka pengertian hak asasi manusia haruslah 
secara eksplisit merumuskan juga hak-hak sosial, 
ekonomi, politik dan budaya. Jadi pada generasi ke 
dua ini adanya kehendak yang jelas untuk 
mengadakan perluasan horizontal dari konsep hak 
asasi manusia. 

Pada generasi HAM kedua ini lahir dua 
covenant yang terkenal yaitu : International 
Convenant on Economic, Social and Cultural 
Righats dan International Convent on Civil and 
Political Rights. Kedua perjanjian tersebut 
disepakati dalam sidang umum PBB 1966. 



Pada generasi ini pembahasan tentang HAM 
merupakan perluasan horizontal dari generasi 
pertama. Penekanan merdeka terjadi pada bidang 
sosiak ekonomi dan budaya, sementara bidang 
hukum dan politik terabaikan, sehingga 
menimbulkan ketidakseimbangan perkembangan 
dalam kemasyarakatan, seperti merosotnya 
kehidupan hukum dan pengekangan politik yang 
berlebihan. 

Generasi ketiga 

Kondisi-kondisi ketidakseimbangan 

perkembangan {uneven development) menyebabkan 
timbulnya berbagai kritik-kritik dari banyak 
kalangan sehingga melahirkan generasi ketiga yang 
menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, 
sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu 
keranjang yang disebut dengan pembangunan {The 
Rights o f Development) istilah ini diberikan oleh 
komisi keadilan internasional {International 
Commission of justice). Generasi ketiga HAM ini 
merupakan sintesa dari generasi pertama dan 
kedua. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada generasi 
ketiga HAM ini suatu kemajuan pesat telah dicapai, 
apalagi jika kesemua hak tersebut bisa diwujudkan 
secara bersama-sama. Tetapi hampir tidak ada 
negara yang mungkin bisa secara obyektif 
memenuhi tuntutan generasi ketiga tersebut. Masih 
banyak disaksikan kesenjangan antara hak-hak 
tersebut dan lebih dari itu penekanan terhadap hak 
ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi adalah 



prioritas utama telah pula menimbulkan banyak 
korban, karena banyak hak-hak rakyat yang 
dilanggar. Kesemua ini merupakan kenyataan dunia 
ketiga yang ditandai oleh kuatnya sektor negara 
yang berperan dominan sebagai komando sehingga 
implementasi HAM generasi ketiga ini dilihat dari 
atas (top-down approach). 
d. Generasi keempat 

Generasi keempat banyak melakukan kritik 
terhadap peranan negara yang sangat dominan 
dalam proses pembangunan pada generasi 
sebelumnya, yang lebih menekankan pembangunan 
ekonomi sebagai prioritas utama dan telah terbukti 
sangat menafikan hak-hak rakyat, selain proses 
pembangunan itu sendiri mengabaikan 
kesejahteraan rakyat dan tidak berdasarkan pada 
kebutuhan. 

Generasi keempat HAM dipelopori oleh negara- 
negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 
melahirkan deklarasi hak asasi yang disebut 
Declaration of the Basic Duties of Asia people and 
Goverment Deklarasi ini lebih maju dari rumusan 
generasi sebelumnya, tetapi belum sepenuhnya 
mencakup tuntutan struktural HAM. Namun 
demikian beberapa masalah dasar hak asasi sudah 
dirumuskan dengan lebih berpihak kepada 
perombakan tatanan sosial yang berkeadilan. 
Deklarasi generasi ini lebih menekankan persoalan- 
persoalan kewajiban asasi bukan lagi hak asasi. 
Alasan dari gagasan ini adalah bahwa kata 
kewajiban mengandung pengertian keharusan akan 



pemenuhan, sementara kata hak baru sebatas 
perjuangan dari pemenuhan hak. 

Deklarasi generasi ini selanjutnya secara positif 
mengukuhkan keharusan imperatif dari negara 
untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Artinya 
urusan hak asasi bukan lagi urusan orang perorang, 
tetapi justru merupakan tugas negara 

Pengertian dan Macam-macam HAM 

1. Pengertian dan Macam-macam HAM 

Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak 
dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang 
secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak 
dapat diganggu gugat karena merupakan anugrah 
Tuhan Yang Maha Esa. 

Hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 
angka 1 UU No. 39 Tahun1999 adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto (1976), 
hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. 
Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut 
kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya 
sehingga bersifat suci. Dengan kata lain, hak asasi 
merupakan hak dasar yang dimiliki pribadi manusia 
sebagai anugrah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir 



sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari 
eksistensi pribadi manusia itu sendiri. 

Menurut G.J Wolhots, hak-hak asasi manusia 
adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada 
tabiat setiap pribadi manusia, dan justru karena 
kemanusiaannya, hak tersebut tidak dapat dicabut 
oleh siapa pun juga karena apabila dicabut akan hilang 
kemanusiaannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 
dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat 
universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki 
oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari 
pribadi siapa pun darimana dan kapan pun manusia itu 
berada. 

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia 

Hingga dewasa ini hak-hak asasi manusia meliputi 
berbagai bidang sebagai berikut: 

a. Hak Asasi Pribadi 

Hak asasi pribadi, yaitu hak kemerdekaan memeluk 
agama, beribadat menurut agama masing-masing, 
menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi 
atau berserikat. 

b. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik 

Hak asasi ekonomi atau hak milik, yaitu hak 
kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan 
menjual sesuatu, serta hak mengadakan suatu 
perjanjian atau kontrak. 

c. Hak Asasi Persamaan Hukum 

Hak asasi persamaan hukum, yaitu hak memperoleh 
perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan 
pemerintahan. 



d. Hak Asasi Politik 

Hak asasi politik, yaitu hak diakui dalam kedudukan 
sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena 
itu, setiap warga negara wajar mendapat hak 
keikutsertaan dalam pemerintahan, seperti hak 
memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau 
organisasi serta hak mengajukan petisi dan kritik 
atau saran. 

e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan 

Hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu kebebasan 
hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 
atau hak memilih pendidikan dan hak 
mengembangkan kebudayaan yang disukai. 

f. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan 
Perlindungan Hukum 

Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan 
perlindungan hukum, yaitu hak mendapat perlakuan 
yang wajar dan adil dalam penggeledahan yang 
wajar dan adil dalam penggeledahan (razia, 
penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum). 

Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan 
Penegakan H AM 

Tahap-tahap menghormati dan melindungi HAM 
sudah diupayakan oleh pemerintah, diantaranya sebagai 
berikut: 

Diratifikasinya beberapa konvensi internasional tentang 
HAM 

Diundangkannya UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan 



HAM 

Satu hal yang menggembirakan karena mulai 
tampak kemajuan dari aspek-aspek penghormatan dan 
perlindungan HAM secara formal. Namun, mengenai 
dasar-dasar pengenalan HAM tetap bersumber pada 
UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. 
Sumber Hukum HAM 

a. UUD 1945 

Seperti telah diketahui, pasal-pasal dalam 
amandemen UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang 
memuat atau mengatur tentang HAM semula 
terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. 
Sekarang pasal-pasal khusus hAM penambahannya 
diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J 
yang tercakup di Bab XA UUD 1945 (lihat di 
lampiran). 

b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 merupakan 
ketetapan yang khusus memuat piagam hak asasi 
manusia serta pandangan dan sikap bangsa 
Indonesia terhadap hak asasi manusia. Melalui 
ketetapan ini, MPR menugaskan lembaga-lembaga 
tinggi negara serta seluruh aparatur pemerintah 
untuk menghormati, menegakkan, dan 
menyebarluaskan permasalahan mengenai hak asasi 
manusia kepada seluruh masyarakat. Melalui 
ketetapan ini pula DPR dan presiden ditugaskan 
untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia. 



sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
UUD 1945. 

Pengakuan, penghormatan, dan 

penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat 
dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas 
dasar kesadaran dan tanggung jawab sebagai 
warga negara, sedangkan pelaksanaan penyuluhan, 
pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi 
tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu 
komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan 
dengan Undang-undang. Di negara Indonesia telah 
terbentuk Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 
1993. 

Hak asasi manusia yang terdapat pada 
ketetapan ini meliputi hak-hak sebagai berikut: 

1) Hak untuk Hidup 

Hak setiap orang untuk hidup dan 
mempertahankan hidupnya. 

a) Setiap orang berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan 
taraf kehidupannya. 

b) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, 
damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin 

c) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup 
yang baik dan sehat. 

2) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 

Hak yang dimiliki setiap orang untuk 
melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga 
melalui perkawinan yang sah. 



a) Setiap orang berhak membentuk suatu 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah 

b) Perkawinan yang sah hanya dapat 

berlangsung atas kehendak bebas calon suami 
atau calon istri yang bersangkutan, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

3) Hak Mengembangkan Diri 

Setiap orang berhak atas pemenuhan 
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara layak. Setiap orang juga 
berhak mendapatkan perlindungan dan kasih 
saying serta pendidikan. Selain itu mereka juga 
berhak mengembangkan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, 
seni dan budaya demi kesejahteraan baik diri 
sendiri maupun secara kolektif. 

a) Setiap orang berhak atas pemenuhan 
kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara layak 

b) Setiap orang berhak atas perlindungan bagi 
pengembangan pribadinya untuk memperoleh 
pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan 
meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi 
manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung 
jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera 
sesuai dengan hak asasi manusia. 

c) Setiap orang berhak untuk mengembangkan 
dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya 



sesuai dengan martabat manusia demi 
kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat 
manusia. 

d) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya. 

e) Setiap orang berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah 
dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis sarana yang tersedia 

f) Setiap orang berhak memperjuangkan hak 
pengembangan dirinya, baik secara pribadi 
maupun kolektif untuk membangun masyarakat 
bangsa dan negaranya. 

g) Setiap orang berhak untuk melakukan 

pekerjaan sosial dan kebijakan mendirikan 
organisasi untuk itu, termasuk 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran 
serta menghimpun dana untuk maksud tersebut 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

4) Hak Memperoleh Keadilan 

Hak keadilan meliputi hak-hak pengakuan, 
perlindungan, jaminan dan perlakuan hukum 
yang adil, kepastian hukum dan perlakuan yang 
sama di depan hukum, imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja, 
mendapatkan status kewarganegaraan, 
kesempatan yang sama untuk bekerja di dalam 
pemerintahan. 



5) Hak Kemerdekaan 

Hak kemerdekaan meliputi hak kebebasan 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaan 
itu, kebebasan menyatakan pikiran dan sikap 
sesuai dengan hati nuraninya, kebebasan untuk 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan; bertempat tinggal di wilayah negara, 
meninggalkannya, dan berhak untuk kembali, hak 
atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat. 

6) Hak atas Informasi 

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi, termasuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi. 

7) Hak Keamanan 

Setiap orang berhak atas rasa aman dan 
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi, hak perlindungan diri 
pribadi, hak keluarga, hak kehormatan, hak 
martabat dan hak milik, hak memperoleh suaka 
dan perlindungan politik dari negara lain, 
terbebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang 
merendahkan martabat manusia, hak untuk turut 
serta dalam pembelaan negara. 

8) Hak Kesejahteraan 

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 
lingkungan hidup yang baik, bertempat tinggal 
dan berkehidupan yang layak; memperoleh 



kemudahan dan perlakuan khusus dimasa kanak- 
kanak, hari tua, penyandang cacat, mendapatkan 
jaminan sosial untuk milik pribadi. Hak ini tidak 
boleh diambil secara sewenang-wenang oleh 
siapa pun, termasuk pula hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak. 

Selain mengatur hak asasi manusia. Tap MPR 
No. XVII/MPR/1998 juga mengatur kewajiban 
asasi manusia, seperti berikut ini 

a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi 
manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

b) Setiap orang wajib untuk ikut serta dalam 
usaha pembelaan negara 

c) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan- 
pembatasan yang ditetapkan oleh undang- 
undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain. Selain itu juga 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam sebuah masyarakat 
yang demokratis. 

UU Nomor 39 Tahun 1999 

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan DPR tanggal 8 
September 1999 disebutkan bahwa hak asasi 
manusia dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok, 
yaitu : 

1) Hak untuk hidup 



2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 

3) Hak mengembangkan diri 

4) Hak memperoleh keadilan 

5) Hak atas kebebasan pribadi 

6) Hak rasa aman 

7) Hak atas kesejahteraan 

8) Hak turut serta dalam pemerintahan 

9) Hak wanita, dan 

10) Hak anak. 

Upaya Penegakan HAM di Indonesia 

Penetapan beberapa perangkat (instrumen) HAM 
yang diratifikasi dari beberapa konvensi internasional 
telah dilakukan. Namun, selain harmonisasi 
perundang-undangan nasional dibidang HAM ini 
diperlukan lembaga-lembaga independen yang 
mengawasi jalannya undang-undang tersebut. 
Tugasnya antara lain sebagai berikut. 

a. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi 
negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk 
menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan 
pemahaman tentang HAM kepada seluruh 
masyarakat. 

b. Menugaskan kepada Presiden serta DPR untuk 
segera meratifikasi berbagai instrumen 
internasional tentang HAM, sepanjang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Pada kenyataannya, hambatan dan tantangan itu 
muncul dari masyarakat yang selalu merasa dirugikan, 
perlakuan kurang baik dari aparat pemerintah yang 
sebenarnya ikut menjunjung tinggi hak asasi manusia 



atau sifat egois yang berlebihan untuk menuntut HAM 
(hak asasi manusia) daripada KAM (Kewajiban asasi 
manusia), 
a. Hambatan 

Masalah hak asasi manusia masih saja 
dibicarakan, karena masih banyak pelanggaran atau 
kepalsuan. Masalah hak asasi manusia memang 
masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, 
tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi 
yang lebih penting sejauhmana harkat kemanusiaan 
yang dimiliki oleh setiap individu tanpa beda. Upaya 
menegakkan HAM di Indonesia, masih banyak 
hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain 
sebagai berikut. 

1) Rendahnya kesadaran dan keberanian 
masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM 
yang terjadi baik mengenai dirinya maupun pihak 
lain 

2) Belum optimalnya kemampuan para hakim di 
peradilan HAM ad hoc 

3) Keterbatasan kemampuan pengetahuan 
masyarakat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran 
HAM. 

4) Masalah hakim, ternyata tidak begitu mudah 
menentukan para calon hakim ad hoc di luar 
hakim karir, meskipun sampai sekarang sudah 
begitu lantang orang berbicara tentang 
pelanggaran HAM dan banyak pelatihan- 
pelatihan dan penanaman hak asasi manusia. 
LSM hak asasi manusia pun ternyata tidak banyak 



yang tersedia. Banyak tokoh-tokoh HAM yang 
telah terikat oleh tugas di lembaga-lembaga lain. 

5) Sulitnya mencari jaksa sebagai penuntut umum 
sebab hanya orang yang berpengalaman 
penuntutan saja yang diangkut atau kata lain 
sifatnya tertutup. 

6) Masalah pembahasan acara peradilan yang 
belum tuntas, masih tersisa pertanyaan banding 
dan langsung saja dari peradilan tingkat pertama 
langsung ke Mahkamah Agung. 

b. Tantangan 

Dalam menegakkan HAM, selain hambatan 
masih banyak tantangan yang dihadapi antara lain 
sebagai berikut. 

1) Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Hak-Hak Asasi Manusia ditegaskan 
bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang 
terjadi sebelum UU Nomor 26 disahkan tidak 
dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip hak 
asasi manusia, sehingga peristiwa pelanggaran 
HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat 
diselesaikan berdasarkan peradilan HAM ad hoc, 
misalnya : 

a) Kasus penembakan mahasiswa Tri Sakti 
pada bulan Mei 1998 

b) Peristiwa Tanjung Priok pada bulan 
September 1984. 

2) Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada 
Pasal 28 tentang larangan hukum berlaku surut 
(nonretroaktif) memungkinkan para tersangka 
dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan 



dan luput dari tegaknya hukum acara, akan 
sangat tidak adil pelaksanaan hukum itu. 

3) Nebis in idem (double jeopardy). Asas 

mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh 
pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh 
pengadilan pidana biasa. Namun keterbatasan 
lingkup pengadilan HAM yang haknya sebatas 
pada genosida (pembantaian massa) dan 
kejahatan melawan kemanusiaan, mengakibatkan 
ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi, 
c. Kelembagaan 

1) Komnas HAM 

Komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM) 
dibentuk tanggal 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 5 
tahun 1993. Tujuan pembentukan Komnas HAM 
sebagai berikut. 

a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi 
pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, 
UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi 
Universal HAM. 

b) Meningkatkan perlindungan dan penegakan 
HAM, terutama bagi manusia Indonesia 
seutuhnya. 

Sedangkan fungsi-fungsi yang dijelaskan 
Komnas HAM dikelompokkan menjadi: 

a) Pengkajian dan peneliti 

b) Penyuluhan 

c) Pemantauan 

d) Mediasi 

2) Pengadilan HAM 



Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 
pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang 
berada di lingkungan peradilan umum dan 
berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. 

Tugasnya adalah memeriksa dan 
memutuskan perkara pelanggaran HAM berat 
seperti genosida dan tindak kejahatan terhadap 
manusia. 

3) Pengadilan HAM Ad Hoc 

Pengadilan ini untuk menyelesaikan perkara 
HAM pada pengadilan HAM karena keterbatasan 
wewenang untuk memeriksa dan memutuskan 
perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi 
sebelum diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 
2000. Penanganan ini atas usul DPR dengan 
keputusan Presiden. 

4) Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi 

Lembaga ini merupakan alternatif 
penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar 
pengadilan HAM yang dibentuk dengan undang- 
undang. 

Proses Penegakan Hak Asasi Manusia Di 
Indonesia 

Semua negara di dunia sepakat menyatakan 
penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia 
yang universal. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi 
manusia dapat saja berbeda antara satu negara 
dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai- 
nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan 
mempengaruhi sikap dan perilaku bangsa itu. 



Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup 
berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang 
tentu berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia 
akan menyelesaikan permasalahannya dengan caranya 
sendiri. Bangsa lain tidak dapat memaksakan konsep 
hak asasi manusia kepada bangsa kita, atau 
sebaliknya. 

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki 
komitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi 
hak asasi manusia, baik berskala nasional maupun 
internasional. Pelanggar hak asasi manusia diadili 
menurut hukum yang berlaku. Di samping itu, telah 
dilakukan penyempurnaan di berbagai aspek 
penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, yakni 
sebagai berikut. 

a. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia 

Pengadilan HAM dibentuk sesuai dengan UU 
No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah 
pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang diharapkan dapat 
melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan 
maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam 
penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan 
perasaan aman, baik perseorangan maupun 
masyarakat. 

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang 
memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat. Disamping itu, 
berwenang memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di 



luar batas territorial wilayah negara RI oleh warga 
negara Indonesia. Pengadilan HAM tidak berwenang 
mengadili anak yang waktu kejahatan berlangsung 
berumur kurang dari 18 tahun. Yang termasuk HAM 
berat adalah sebagai berikut. 

1) Kejahatan genocide 

2) Kejahatan terhadap kemanusiaan 
Kejahatan genocide adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 
bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama 
dengan cara : 

a. Membunuh anggota kelompok 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang 
berat terhadap anggota kelompok 

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang 
akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik 
seluruh atau sebagiannya, dan kelompok tertentu 
kepada kelompok lain. 

Selanjutnya, kejahatan kemanusiaan adalah satu 
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik, yang 
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan 
secara langsung terhadap penduduk, sipil, berupa hal- 
hal berikut. 

a. Pembunuh 

b. Pemusnahan dan penyiksaan 

c. Perbudakan 

d. Pengusiran dan pemindahan penduduk secara 
paksa 



e. Perampasan kemerdekaan yang melanggar 
hukum internasional 

f. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara 
paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau 
sterilisasi secara paksa, dan bentuk kekerasan 
seksual lainnya. 

g. Pengaiayaan terhadap suatu kelompok tertentu 
atau perkumpulan yang didasari persamaan paham 
politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis 
kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara 
universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 
internasional 

h. Penghilangan kewarganegaraan seseorang 
secara paksa atau apartheid. 

Perkara pelanggaran HAM berat dilakukan 
berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. 
Penyidikan dilakukan oleh Jaksa, penangkapan 
dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat 
perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap 
tangan.penahanan untuk pemeriksaan di sidang 
Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari, 
jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 30 
hari oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah 
hukumnya. Penahaman di Pengadilan Tinggi di lakukan 
paling lama 60 hari, dapat diperpanjang 30 hari dan 
penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari 
dan dapat diperpanjang 30 hari. 

Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam 
melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat 



membentuk Tim Ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM 
dan unsur masyarakat. Dalam hal ini, penyelidikan 
mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang 
diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat maka penyelidikan memberitahukan hal itu 
kepada penyidik. Jaksa Agung sebagai penyelidik 
dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari 
unsur pemerintah dan masyarakat. 

Konsekuensi Jika Suatu Negara Tidak 
Menegakkan Hak Asasi Manusia 

Dalam menjaga keamanan, ketertiban dunia, dan 
mewujudkan keadilan serta perlindungan hak asasi 
manusia memerlukan kerja sama antar bangsa dan 
negara. Jika terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan di 
suatu wilayah negara tentu akan mempengaruhi juga 
kondisi negara lain di dunia. Apalagi hubungan 
emosional, kepentingan kelompok tertentu di suatu 
wilayah negara yang berbeda pun bisa menjadikan 
solidaritas yang tinggi. 

Oleh karena itu, apabila suatu negara tidak 
mempunyai kemampuan dan kepedulian untuk 
menegakkan dan melindungi hak asasi manusia akan 
menerima konsekuensi dari dalam negeri maupun dalam 
hubungan dengan negara lain. 

Konsekuensi dari dalam negeri, yakni kepercayaan 
warga negara terhadap pemerintah akan pudar dan 
merosot serta menimbulkan sikap apatis terhadap 
pemerintahannya sendiri. Rasa ikut memiliki dan 
mendukung pemerintah negaranya akan hilang. Dalam 
suatu negara demokrasi yang sistemnya berlaku secara 



normal maka akan timbul usaha-usaha untuk mengganti 
pemerintahan secara konstitusional. 

Namun, pada kondisi tertentu bila penegakan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia gagal 
dilakukan, pemerintah tidak mampu lagi melakukan 
fungsi pengamanan. Maka dapat terjadi keadaan 
kekacauan (chaos) dan instabilitas dalam negara 
tersebut. Jadi berbagai konsekuensi itu dapat timbul 
dengan perlakuan atau sanksi yang berbeda-beda. 

Dalam kelaziman hubungan antar bangsa terdapat 
berbagai tindakan yang secara hukum internasional 
sudah ditetapkan dan dipraktikan sejak dahulu. Apabila 
suatu negara dianggap tidak mampu menangani 
pelanggaran dan perilaku kejahatan internasional, maka 
akan terjadi kemerosotan dan kepercayaan terhadap 
negara tersebut. Apalagi kalau terbukti melindungi para 
pelaku kejahatan internasional (misalnya teroris). Oleh 
karena itu, kesungguhan dan keseriusan penangan 
pelanggaran hukum dan hak asasi manusia termasuk 
sudah satu penilaian kredibilitas negara itu di mata 
dunia. 

Apabila suatu negara dianggap tidak mampu 
mengadili pelaku kejahatan hak asasi manusia berat, 
tentu saja dapat menimbulkan ketidakadilan. Pada 
gilirannya kepercayaan negara lain terhadapnya akan 
merosot dan hilang. 

Dalam kasus Saddam Hussein di Irak. Amerika 
Serikat dan sekutunya menganggapnya telah melanggar 
hak asasi internasional. Setelah dapat mempengaruhi 
negara-negara di PBB, Irak dikenakan sanksi ekonomi 



(embargo ekonomi). Dengan embargo tersebut, ternyata 
Irak tetap bertahan pada pendiriannya. 

Sanksi Internasional Atas Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia 

Apabila suatu negara dinilai melakukan pelanggaran 
atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi 
manusia akan mendapatkan akibat-akibatnya. Sanksi 
yang diterapkan bermacam-macam, mulai dari sekadar 
perubahan kebijaksanaan luar negeri terhadap negara 
tersebut, yang dianggap melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia itu sampai dengan pendudukan (walaupun 
yang terakhir ini masih dalam perdebatan). 

Misalnya, ada yang setuju dilakukan penyerangan 
terhadap negara pelanggar HAM selama dilakukan atas 
nama PBB, namun ada juga yang langsung tanpa 
persetujuan PBB seperti Amerika menyerang Irak dan 
Afganistan tahun 2002/2003. 

Untuk lebih jelasnya sanksi itu dapat disebutkan 
sebagai berikut: 

1. Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya 
berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga 
negaranya 

2. Pengalihan Investasi atau Penanaman Modal Asing 

3. Pemutusan Hubungan Diplomatik 

4. Pengurangan Bantuan Ekonomi 

5. Pengurangan Tingkat Kerja Sama 

6. Pemboikotan Produk Ekspor 

7. Embargo Ekonomi 

8. Kesepakatan Organisasi Regional/Internasional 



Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional 
HAM 

Dalam suatu masyarakat internasional hak asasi 
manusia diakui secara resmi melalui The Universal 
Declaration of Human Right sejak tanggal 10 Desember 
1948. Kemudian hak-hak asasi manusia dijabarkan dalam 
berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
dalam bentuk konvensi internasional tentang hak asasi 
manusia. Konvensi ini mengikat setiap negara yang ikut 
menandatanganinya. 

Setelah diratifikasi oleh masing-masing negara, 
konvensi ini akan mengikat secara langsung setiap 
negara dari negara yang bersangkutan. Misalnya Stavery 
Convention (Konvensi tentang Perbudakan) tanggal 25 
September 1962 dan Declaration on the Right to 
Development (Deklarasi tentang Hak untuk 
Pembangunan) tanggal 4 Desember 1986. 

1. Instrumen Hukum HAM Internasional 

Instrumen terpenting HAM yang merupakan 
induk dari seluruh instrumen HAM lainnya adalah The 
International Bill of Human Rights terdiri dari tiga 
dokumen pokok, yaitu sebagai berikut. 

a. The Universal Declaration of HumanRights. 

b. International Convention on Economic, Social and 
CulturalRigh ts. 

c. International Convention on Civil and 
Poli ticalRigh ts. 

Masing-masing dokumen di atas, dijelaskan 
sebagai berikut. 

a. The Universal Declaration of Human Rights 

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 



Instrumen ini diresmikan tanggal 10 Desember 
1948 terdiri dari 30 pasal. Dokumen ini tidak hanya 
mengakui adanya hak asasi manusia tetapi 
kewajibannya terhadap masyarakat dan negara. 
Kewajiban asasi manusia dalam pasal 29 deklarasi 
ini antara lain sebagai berikut. 

1) Everyone has duties to the cominunities in 
which alone the free and full development of hias 
person ali tyinpossible. 

Setiap orang mengemban kewajiban terhadap 
masyarakat yang merupakan satu-satunya wadah 
yang memungkinkan pengembangan jati dirinya 
secara bebas dan sepenuh-penuhnya. 

2) In the exercise o f his rights and freedoms, 
everyone shall be subject only to such limitations 
as are determined by law solely for the rights and 
freedoms of others and meeting the just 
reguirements o f morality public order and the 
general welfare in a democraticsociety. 

Dalam melaksanakan hak serta kemerdekaannya, 
setiap orang hanya bisa dibatasi menurut (batas) 
yang ditentukan oleh hukum, dengan tujuan 
menjamin pengakuan serta penghormatan yang 
pantas untuk hak dan kemerdekaan orang lain 
serta memenuhi secara adil tuntutan kesusilaan, 
keamanan dan ketertiban umum serta 
kesejahteraan rakyat dalam suatu masyarakat 
demokratis. 

3) These rights and freedoms may in no oase be 
exercised contrary t o the purpose and principles 
o f the UnitedNations. 



Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini sama sekali 
tidak boleh dipergunakan dengan cara yang 
bertentangan dengan maksud dan prinsip 
perserikatan bangsa-bangsa. 

Dengan ketentuan tegas ini, tatanan 
masyarakat dan negara harus dihormati. 
Pemerintah dan masyarakat tidak perlu khawatir 
untuk membina dan memelihara stabilitas nasional. 
Pada kenyataannya, motif utama dari faktor-faktor 
penyebab pemberontakan, perang saudara dan 
berbagai gejolak lainnya adalah frustasi yang 
berlarut-larut dan deprivasi relatif. Yang diperlukan 
dalam kepentingan stabilitas nasional adalah 
dengan meng orang kan manusia. 

b. International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (Perjanjian International tentang 
Hak Asasi Manusia di bidang Ekonomi, sosial dan 
Budaya). 

Perjanjian international ini terdiri dari 31 pasal. 
Ditinjau dari substansinya, perjanjian ini mencakup 
jaminan terhadap hak asasi perseorangan pria dan 
wanita, keluarga, pekerja, dan masyarakat dalam 
bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Negara-negara 
yang mendatangi perjanjian ini berkewajiban untuk 
menyampaikan laporan berkala kepada The Human 
Rights Commission PBB serta kesediaan untuk 
ditinjau bila perlu. 

c. International Covenant on Civil and Political 
Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak Asasi 
Manusia dalam Bidang Kehidupan Bermasyarakat 
dan Bernegara) 



Perjanjian internasional ini terdiri 53 pasal dan 
substansinya mencakup jaminan terhadap hak-hak 
manusia perseorangan, baik pria maupun wanita, 
dewasa maupun anak-anak, masyarakat, bangsa, 
serta kelompok-kelompok minoritas etnik, agama 
ataupun bahasa. Misalnya, hak untuk hidup, 
menikmati hak milik, larangan perbudakan, jaminan 
atas penangkapan dan penahanan secara 
sewenang-wenang, hak bepergian, jaminan 
terhadap orang asing di wilayah suatu negara, 
kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, 
hak berpribadi, berkeluarga, berumah tangga, hak 
kerahasiaan informasi, berkumpul dan bersidang, 
berorganisasi, ikut dalam kegiatan kemasyarakatan 
dan kenegaraan, dan hak atas perlindungan hukum. 

Instrumen hukum HAM lainnya yang telah 
diratifikasi atau ditandatangani Indonesia adalah 
sebagai berikut. 

1) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Diratifikasi 
dengan UU No. 59 Tahun 1958 

2) Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan 
Convention o f political Rights o f Women. 
Diratifikasi dengan UU No. 68 Tahun 1958 

3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Perempuan Convention on 
the Elimination of Discrimination Against Women. 
Diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984. 

4) Konvensi Hak Anak-Convention on the Rights of 
the Child. Diratifikasi dengan Keppres No. 36 
Tahun 1990. 



5) Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang 
Perdagangan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi 
Anak- Optional Protocol to the Convention on the 
Rights o f the Child on the sale o f Children, Child 
Prostitution and Child Pornography. 
Ditandatangani tanggal 24 September 2001. 

6) Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak tentang 
Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata - 
Optional Protocol to the Convention on the Rights 
o f the Child on the Involvement o f the Children in 
Armed Conflict Ditandatangani tanggal 24 
September 2001. 

7) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi 

dan Penyimpanan Senjata Biologis dan 
Penyimpanannya serta Pemusnahannya 
Convention on the Prohibition o f the 

Development, Production and Stockpiling o f 
Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons 
and on Their Destruction. Diratifikasi dengan UU 
No. 48 Tahun 1993. 

8) Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid 
dalam Olahraga - International Convention 
Against Apartheid in Sports. Diratifikasi dengan 
UU No. 48 Tahun 1993. 

9) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan 
atau Penghukuman lain yang kejam. Tidak 
Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia 
- Torture Convention. Diratifikasi dengan UU No. 
5 Tahun 1998. 

10) Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 
87, 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan 



Perlindungan Hak untuk Berorganisasi - ILO 
{International Labour Organization) Convention 
No. 87, 1998 Concerning Freedom Association 
and Protection on the Rights to Organize. 
Diratifikasi dengan UU No. 83 Tahun 1998. 

11) Konvensi Internasional tentang Penghapusan 
Semua Bentuk Diskriminasi Rasial - Convention 
on the Elimination of Racial Discrimination. 
Diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999. 

12) Optional Protokol Konvensi tentang 
Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan - Convention on the 
Elimination o f Discrimination Against Women. 
Ditandatangani pada Maret 2000, belum bisa 
diratifikasi. 

13) Konvensi Internasional untuk Penghentian 
Pembiayaan Terorisme - International Convention 
for the Supression of the Einancing Terrorism. 
Ditandatangani tanggal 24 September 2001. 

3. Rangkuman 

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan DPR tanggal 8 

September 1999 disebutkan bahwa hak asasi 

manusia dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok, 

yaitu : 

11) Hak untuk hidup 

12) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 

13) Hak mengembangkan diri 

14) Hak memperoleh keadilan 

15) Hak atas kebebasan pribadi 



16) Hak rasa aman 

17) Hak atas kesejahteraan 

18) Hak turut serta dalam pemerintahan 

19) Hak wanita, dan 

20) Hak anak. 

Pelanggaran terhadap HAM yang terjadi akan 
mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. Upaya penegakan 
HAM dapat dilakukan dengan memberikan 
pemahaman kepada warga Negara dan upayaa 
pemerintah memegang teguh konstitusi 
Negara, 

4. Tugas 

Buatlah peta konsep tentang (pilih salah satu): 

a. Sejarah HAM 

b. Upaya Penegakan HAM 

c. Pelanggaran HAM dan sanksinya. 

5. Tes 

d. Jelaskan sejarah singkat HAM 

e. Bagaimana sejarah HAM di 

Indonesia? 

f. Bagaimana upaya penegakan HAM di 
Indonesia? 

g. Berikan contoh pelanggran HAM 
yang pernah terjadi! 

h. Bagaimana sanksi terhadap 

pelangaran HAM? 


DAFTAR PUSTAKA 



A. Ubaidilah. (2000). Pendidikan Kewarganegaraan, 
Demokrasi H AM dan Masyarakat Madani. Jakarta 
: IAIN Jakarta Press. 

Adnan Buyung Nasution. (1993). Aspirasi Pemerintah 
Konstitusional Indonesia Studi Sosio Legal atas 
Konstituante 1956-1959. Jakarta : Grafiti. 

Ahmad Sanusi. (1972). Meninjau Relevansi Civics 
dengan Ilmu Politik Berikut Masing-masing 
Perkembangannya. Surakarta : Makalah 

disampaikan dalam seminar Nasional Pengajaran dan 
Pendidikan Civics di Tawangmangu tgl. 8-10 
September 1972. 

Alferd Stephan (1996). Militer dan Demokratisasi : 

Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara Amerika 
Latin. Jakarta : Grafiti. 

Andre Bayo Ala (1985). Hakekat Politik. Yogyakarta : 
Akademika. 

Arief Budiman. (1997). Teori Negara : Negara, 
Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta : PT Gramedia 
Pustaka Utama. 

Cholisin. (1992). Pendidikan Kewarganegaraan 

Laboratorium Jurusan PMPKN DPIPS IKIP Yogyakarta. 

Cholisin. (2000). IKN-PKN. Jakarta : Universitas Terbuka. 

Chotib, dkk. (2006). Kewarganegaraan Menuju 
Masyarakat Madani. Jakarta : Yudistira. 

Isjawara. (1980). Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Bina 
Cipta 



Kuntjoro Purbopranoto. (1977). Dasar Hubungan Warga 
Negara dengan Pemerintah. Surabaya : Airlangga 
University Press. 

Margareth M. Poloma. (1994). Sosiologi Kontemporer. 

Jakarta : PT Grafindo Persada. 

Miriam Budiarjo, Eds (1980). Masalah Kenegaraan. 
Jakarta : Gramedia 

Miriam Budiarjo. (1977). Dasar Ilmu Politik. Jakarta : 
Gramedia 

Mochtar Mus'ud. (1994). Politik Birokrasi dan 

Pembangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). Pengantar 
Hukum Tata Negara. Jakarta : Pusat Studi HTN dan 
CV. Sinar Bhakti. 

Nasroen. (1986). Ilmu Perbandingan Pemerintahan. 

Jakarta : Aksara Baru 

Neera Chandhoke (1995). State and Cicil Society : 
Explorations in Political Theory : New Delhi : Sage 
Publication. 

Notonegoro. (1971). Pancasila Secara Ilmiah Populer. 

Jakarta : Pancuran Tujuh. 

Nu'man Somantri. (1976). Metode Mengajar Civics. 
Jakarta : Erlangga. 

Padmo Wahyono. (1984). Masalah Ketatanegaraan 
Indonesia Dewasa ini. Jakarta : Ghalia Indonesia. 

Padmo Wahyono. (1989). Pembangunan Hukum di 
Indonesia. Jakarta : In-Dill-Co. 

Philipus H. Hadjoen. (1987). Perlindungan Hukum Bagi 
Rakyat di Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu. 



Sobirin M dan Suparman M (2003). Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. 

Yogyakarta : UII Press. 

Soenarjati M dan Cholisin. (1994). Dasar & Konsep 
Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Lab. Jurusan 
PMPKN IKIP Yogyakarta. 

Stanley E. Dimund and Elmer F. Peliger. (1970). Civics for 
Citizens. New York : Lippocatt Company 

Suprapto. (2005) Kewarganegaraan. Jakarta : Bina 
Aksara. 

Suriahkusumah, Sri Wuryani Aziz dan Kumala Nurmalina. 
(1999) PKn dan Kemasyarakat. Jakarta : Universitas 
Terbuka 

Suriakusumah. (1992). Pengantar Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Masalah Warga Negara. 

Bandung : Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung. 

Walfarianto. (2014) Pendidikan Pancasila . Yogyakarta : 
Liutikiaprio. 

Walfarianto. (2014) Pendidikan Kewarganegaraan. 

Yogyakarta : Liutikiaprio. 



